
Nurhadi 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA 

BAGI MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH BAGI MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 YOGYAKARTA 1967-1998 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA 

BAGI MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

DISERTASI

2019

K
EB

IJA
K

A
N

 P
EN

D
ID

IK
A

N
  P

EM
ER

IN
TA

H
 O

R
D

E B
A

R
U

 D
A

N
 IM

P
LIK

A
S

IN
YA

 
K

EB
IJA

K
A

N
 P

EN
D

ID
IK

A
N

  P
EM

ER
IN

TA
H

 O
R

D
E B

A
R

U
 D

A
N

 IM
P

LIK
A

S
IN

YA
 

B
A

G
I M

A
D

R
A

S
A

H
 M

U
'A

LLIM
IN

 M
U

H
A

M
M

A
D

IYA
H

  YO
G

YA
K

A
R

TA
 19

6
7-19

9
8

 
B

A
G

I M
A

D
R

A
S

A
H

 M
U

'A
LLIM

IN
 M

U
H

A
M

M
A

D
IYA

H
  YO

G
YA

K
A

R
TA

 19
6

7-19
9

8
 

K
EB

IJA
K

A
N

 P
EN

D
ID

IK
A

N
  P

EM
ER

IN
TA

H
 O

R
D

E B
A

R
U

 D
A

N
 IM

P
LIK

A
S

IN
YA

 
B

A
G

I M
A

D
R

A
S

A
H

 M
U

'A
LLIM

IN
 M

U
H

A
M

M
A

D
IYA

H
  YO

G
YA

K
A

R
TA

 19
6

7-19
9

8
 

N
u
r
h
a
d
i 

2019



 

 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA 

BAGI MADRASAH MU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oleh : 

 

Nurhadi 

NIM. 12300016015 

 

 

 

DISERTASI 

 

 

PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM 

PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA 

 

YOGYAKARTA 

2019 



ii 



iii 



iv 



v 

PERNYATAAN KEASLIAN DAN 

BEBAS PLAGIASI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a : Nurhadi, S.Ag., MA. 

N I M : 12300016015 

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam 

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam 

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan 

adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-

bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di 

kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan 

plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Yogyakarta, 22 Agustus 2019 

Yang Menyatakan, 

Nurhadi, S.Ag., MA. 

NIM. 12300016015 



vi 

PENGESAHAN PROMOTOR 

Promotor : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. ( ) 

Promotor : Dr. Sembodo Ardi Widodo, M.Ag. ( ) 



vii 

NOTA DINAS 

Kepada Yth. 

Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Assalamu‘alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, 

arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul: 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA BAGI 

MADRASAH MU‟ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

yang ditulis oleh: 

N a m a : Nurhadi, S.Ag., MA. 

N I M : 1230001605 

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam 

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 

16 Agustus 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut 

sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) 

dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang 

Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam. 

Wassalamu‘alaikum wr.wb. 

Yogyakarta,  22 Agustus 2019         

Promotor, 

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. 



viii 

NOTA DINAS 

Kepada Yth. 

Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Assalamu‘alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, 

arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul: 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA BAGI 

MADRASAH MU‟ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

yang ditulis oleh: 

N a m a : Nurhadi, S.Ag., MA. 

N I M : 1230001605 

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam 

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada        

16 Agustus 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut 

sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) 

dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang 

Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam. 

Wassalamu‘alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 22 Agustus 2019         

Promotor, 

Dr. Sembodo Ardi Widodo, M.Ag. 



ix 

NOTA DINAS 

Kepada Yth. 

Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Assalamu‘alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, 

arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul: 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA BAGI 

MADRASAH MU‟ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

yang ditulis oleh: 

N a m a : Nurhadi, S.Ag., MA. 

N I M : 1230001605 

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam 

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada        

16 Agustus 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut 

sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) 

dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang 

Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam. 

Wassalamu‘alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 22 Agustus 2019         

Penguji, 

Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si. 



x 

NOTA DINAS 

Kepada Yth. 

Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Assalamu‘alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, 

arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul: 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA BAGI 

MADRASAH MU‟ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

yang ditulis oleh: 

N a m a : Nurhadi, S.Ag., MA. 

N I M : 1230001605 

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam 

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada        

16 Agustus 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut 

sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) 

dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang 

Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam. 

Wassalamu‘alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 22 Agustus 2019         

Penguji, 

Prof. Dr. Sangkot Sirait, M.Ag. 



xi 

NOTA DINAS 

Kepada Yth. 

Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Assalamu‘alaikum wr.wb. 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, 

arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul: 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

PEMERINTAH ORDE BARU DAN IMPLIKASINYA BAGI 

MADRASAH MU‟ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

yang ditulis oleh: 

N a m a : Nurhadi, S.Ag., MA. 

N I M : 1230001605 

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam 

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada        

16 Agustus 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut 

sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) 

dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang 

Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam. 

Wassalamu‘alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, 22 Agustus 2019         

Penguji, 

Dr. Muqowim, Mag. 



xii 

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH ORDE BARU 

DAN IMPLIKASINYA BAGI MADRASAH MU’ALLIMIN 

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 1967-1998 

ABSTRAK 

Pemerintah Orde Baru banyak mengeluarkan kebijakan 

pendidikan keagamaan selama periode pemerintahanya. Di 

antaranya yang paling monumental adalah Surat Keputusan 

Bersama Tiga Menteri atau SKB 3 Menteri yang dikeluarkan 

pemerintah pada tahun 1975 melalui Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. SKB 3 

Menteri tersebut berisi tentang Peningkatan Mutu Pendidikan 

pada Madrasah yang pada intinya mensejajarkan kedudukan 

madrasah dengan sekolah dari tingkat dasar sampai menengah. 

SKB 3 Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan 

Kurikulum 1976 yang mengamanatkan bahwa kurikulum 

madrasah terdiri dari 30% mata pelajaran agama dan 70% mata 

pelajaran umum. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh 

Bahrul Ulum Munir, “banyak madrasah yang tidak mengikuti  

kurikulum tersebut karena ingin mempertahankan status 

madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama 

Islam sebagai pengajaran pokok”. Pernyataan Munir ini membuat 

penulis gelisah secara akademik karena kebijakan kependidikan 

pemerintah merupakan kebijakan publik yang mengikat semua 

pihak, termasuk madrasah. Oleh karena itu, penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang implikasi kebijakan 

pendidikan pemerintah Orde Baru bagi Madrasah Mu‟allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa  

Madrasah Mu‟allimin merupakan madrasah swasta yang sudah 

berusia satu abad dan di bawah naungan langsung PP 

Muhammadiyah. Disamping itu, Madrasah Mu‟allimin telah 

menjadi Sekolah Kader Persyarikatan yang tentunya memiliki 

kurikulum yang berbeda dengan madrasah lain pada umumnya.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap 

implikasi kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru, terutama 

SKB 3 Menteri 1975, terhadap dinamika sistem pendidikan yang 

terjadi di Madrasah Mu‟allimin Muhammadiyah Yogyakarta. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan 

pendekatan dan metode sejarah untuk merekontruksi peristiwa 

yang terjadi pada masa lalu di balik penerbitan kebijakan 

pemerintah SKB 3 Menteri 1975 dan  peristiwa-peristiwa lain 
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yang menyertainya. Data untuk penelitian ini  dikumpulkan dari 

dokumen-dokumen yang terkait langsung maupun tidak langsung 

dengan tema penelitian ditambah dengan data hasil wawancara 

dengan pelaku sejarah dan/atau saksi sejarah. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif-analitik dengan model komparatif-

diakronik mengingat datanya bersifat kualitatif. Analisis data 

seperti itu dilakukan dalam bingkai teori Struktural Fungsional 

Talcott Parsons dan teori Challenge and Respons Arnold Toynbee 

sebagai pisau bedah analisis. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru 

telah menerbitkan beberapa kebijakan pendidikan keagamaan 

yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk 

meresponnya. Madrasah Mu‟allimin sebagai salah satu lembaga 

pendidikan Islam menunjukkan respon positif dan akomodatif 

dengan mengadopsi kurikulum madrasah 1976, meskipun agak 

terlambat. Implikasi dari implementasi kebijakan pemerintah 

tersebut adalah terjadinya dinamika/perubahan sistem pendidikan 

terutama pada aspek kelembagaan dan kurikulum di Madrasah 

Mu‟allimin. Dalam aspek kelembagaan, Madrasah Mu‟allimin 

membagi jenjang pendidikan yang semula 6 tahun terintegrasi 

langsung menjadi jenjang Madrasah Tsanawiyah (3 tahun) dan 

Madrasah Aliyah (3 tahun) sesuai dengan aturan pemerintah. 

Kemudian pada aspek kurikulum Madrasah Muallimin 

mengadopsi kurikulum pemerintah dan menambahnya dengan 

kurikulum internal Muallimin sehingga menjadi kurikulum baru 

yang disebut dengan Kurikulum Gaya Baru. Kurikulum Gaya 

Baru ini memiliki jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran lebih 

banyak dari pada kurikulum sebelumnya. Pada tahap berikutnya 

Kurikulum Gaya Baru ini disempurnakan menjadi Crossing 

Curriculum. Disamping itu, Madrasah Mu‟allimin telah 

menyumbangkan kontribusi yang signifikan dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia melalui program-program 

pendidikannya. Kontribusi tersebut secara nyata terdistribusi 

kepada para alumninya yang terlibat aktif dalam organisasi 

Persyarikatan Muhammadiyah, berdakwah di masyarakat, dan 

melakukan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia melalui 

sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang didirikannya.     

Kata kunci:  Kebijakan pendidikan, pendidikan Islam, 

Madrasah Mu’allimin 
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ADUCATION POLICIES OF THE NEW ORDER 

GOVERNMENT AND THEIR IMPLICATION ON 

MADRASAHMU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 1967-1998 

ABSTRACT 

 

The New Order government had published some religious 

education policies. Among the most monumental policies are the 

Joint Decree of the Three Ministers issued by the government in 

1975 through the Minister of Education and Culture, Minister of 

Religious Affairs, and Minister of the Home Affairs. The Joint 

Decree of the Three Ministers is about improving the quality of 

education in madrasah, which essentially gives equal position of 

madrasah education to school education from elementary to 

intermediate level. The Joint Decree was followed up by 

publishing the 1976 curriculum which mandated that the 

madrasah curriculum consisted of 30% religious subjects and 

70% of the general subjects. However, as stated by Bahrul Ulum 

Munir, many madrasas did not follow the 1976 curriculum 

because they want to maintain the status of Madrasah as an 

educational institution that teaches Islamic religion as the main 

teaching. Munir‟s statement makes the author anxious 

academically because government education policies are public 

policies that bind all parties, including madrasas. Therefore, the 

author is encouraged to do a research on the implications of the 

New Order government education policy on Madrasah Mu'allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta with the consideration that 

Madrasah Mu'allimin is a private Madrasah that has been one 

century old and its operation is conducted under the auspices of 

PP Muhammadiyah. In addition, Madrasah Mu'allimin has 

become a School of Muhammadiyah Cadre which certainly has 

special curriculum compared to other madrasas in general.   

The purpose of this research is to uncover implications of the 

New Order government education policy, especially the 1975 

Joint Decree of the Three Ministers, on the dynamics of the 

education system which took place at Madrasah Mu'allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta. In order to achieve these objectives, 

the author uses historical approach and method to reconstruct 

events that occurred in the past behind the issuance of 

government policies regarding religious education and the events 

occurred aftermath. The data for this study is gathered from 
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documents directly or indirectly related to the research theme 

coupled with the data resulted of interviews with historical actors 

and/or historical witnesses. Data analysis is conducted in a 

descriptive-analytic manner with a comparative-diacronic model 

considering that the data is qualitative in nature. Such data 

analysis is carried out in the framework of Functional Structural 

Theory of Talcott Parsons and the Challenge and Response 

Theory of Arnold Toynbee. 

The results of this research conclude that the New Order 

government had published several religious education policies 

that demanded Islamic education institutions to respond to them. 

Madrasah Mu'allimin as one of the Islamic educational 

institutions showed a positive and accommodative response by 

adopting the curriculum of Madrasah 1976, although somewhat 

late. The implications of implementing the Government policy are 

the dynamics/change of education system, especially in the 

institutional and curriculum aspects of Madrasah Mu'allimin. In 

institutional aspect, Madrasah Mu'allimin divides the education 

level, which was originally integrated 6 years level of secondary 

education, into the level of Madrasah Tsanawiyah (3 years) and 

Madrasah Aliyah (3 years) in accordance with the rules of the 

government. Then, in the curriculum aspect, Madrasah Muallimin 

adopted the government curriculum and added it with 

Mu‟allimin's internal curriculum so that it became a new 

curriculum called the Gaya Baru (new style) curriculum. In this 

new style curriculum the number of subjects and lesson hours is 

more than ever. In the next phase the Gaya Baru curriculum was 

redesigned to be the Crossing Curriculum. In addition, Madrasah 

Mu'allimin has a significant contribution to educate Indonesian 

people through its educational programs. The contributions are 

distributed to its alumni who are actively involved in running the 

Muhammadiyah organization, preaching in the community, and 

making reformation of Islamic education in Indonesia through 

schools and madrasas they founded.     

Key words:  Education policy, Islamic education, Madrasah 

Mu’allimin 
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 مدرسة على وآثارها الجديد النظام لحكومة التربية سياسات

7661-7691 يوجياكرتا المحمدية المعلمين  

 ملخص

 اىذَُْح اىرشتُح سُاساخ ّششخ ٍا مصُشا اىعذَذ اىْظاً ؼنىٍح

 ىيىصساء اىَشرشك اىَشسىً ذزماسَا أمصشها ٍِ. ؼنَها فرشج خلاه

 اىرشتُح وصَش خلاه ٍِ 5791 ػاً فٍ اىؽنىٍح ػِ اىصادس اىصلاشح

 اّضٌ. اىذاخيُح اىشؤوُ ووصَش اىذَُْح، اىشؤوُ ووصَش واىصقافح،

 اىَذسسح فٍ اىرؼيٌُ ّىػُح ذؽسُِ اىصلاشح ىيىصساء اىَشرشك اىَشسىً

 اىؼاٍح واىَذسسح اىَذسسح تُِ اٍرساوَ ٍىقفا أذاغ تؽُس الإسلاٍُح

 اىَشسىً أػقة. اىَرىسظ اىَسرىي إىً الاترذائٍ ٍسرىاها ٍِ

 اىَذسسح ٍْاهط أُ فىّض اىزٌ 5791 اىَْهط إصذاس اىَشرشك

 سغٌ. اىؼاٍح اىَىاد ٍِ ٪93 و اىذَُْح اىَىاد ٍِ ٪03 ٍِ ذرنىُ

 ثغذر ىٌ اىَذاسط ٍِ اىؼذَذ هْاك" ٍُْش، اىؼيىً تؽش رمش مَا رىل،

 تاػرثاسها اىَذسسح ٍناّح ػيً اىؽفاظ فٍ ذشغة لأّها 5791 اىَْهط

 ذصشَػ. اىشئُسٍ مااىرؼيٌُ الإسلاٍٍ اىذَِ ذؼيٌّ ذؼيَُُح ٍؤسسح

 اىؽنىٍُح اىرؼيٌُ سُاساخ لأُ أمادٍََ تقيق َؼاٍّ اىناذة ظؼو ٍُْش

. اىَذسسح رىل فٍ تَا ،الأطشاف ظَُغ ذشتظ ػاٍح سُاساخ هٍ

 ٌُاىرؼي سُاساخ ذأشُش تشأُ تؽس إظشاء ػيً ذةاىنا شعغ وىزىل،

 ٍغ َىظُامشذا اىَؽَذَح اىَؼيَُِ ٍذسسح ػيً اىعذَذ اىْظاً ىؽنىٍح

 ٍِ قشّا تيغد خاصح ٍذسسح هٍ اىَؼيَُِ ٍذسسح أُ ٍشاػاج

 تالإضافح. اىَشمضَح اىَؽَذَح سئاسح إششاف ذؽد وذْفُزها اىضٍاُ

 راخ اىَؽَذَح دسمىا ٍذسسح اىَؼيَُِ ٍذسسح أصثؽد رىل، إىً

 . ػاً تشنو اىَذاسط ٍِ غُشها إىً تاىْسثح خاصح ٍْاهط

 ىؽنىٍح اىرؼيٌُ سُاساخ ذأشُش مشف هى اىثؽس هزا ٍِ اىهذف

 ػاً اىصلاشح ىيىصساء اىَشرشك اىَشسىً سَُا ولا اىعذَذ، اىْظاً

 اىَؼيَُِ ٍذسسح فٍ ظشخ اىرٍ اىرؼيٌُ ّظاً دَْاٍُاخ ػيً ،5791

 اىَْشىد، اىهذف ػيً اىؽصىه أظو وٍِ. ذاَىظُامش اىَؽَذَح
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اىرٍ الأؼذاز تْاء لإػادج ذاسَخُا وٍْهعا ّهعا اىناذة َسرخذً

 اىَشسىً تَىظة اىؽنىٍح سُاساخ إصذاس خيف اىَاضٍ فٍ ؼذشد

 وقؼد اىرٍ الأخشي والأؼذاز 5791 ػاً اىصلاشح ىيىصساء اىَشرشك

 تشنو اىَشذثطح ائقاىىش ٍِ ظَؼها َرٌ اىثؽس ىهزا تُاّاخ. أػقاته فٍ

 اىثُاّاخ إىً تالإضافح اىثؽس، تَىضىع ٍثاشش غُش أو ٍثاشش

. اىراسَخ شهىد أو اىراسَخ  ٍَصيٍ ٍغ اىَقاتلاخ خلاه ٍِ اىَْرعح

 َّىرض تاسرخذاً ذؽيُيُح وصفُح تطشَقح اىثُاّاخ ذؽيُو وإظشاء

 اىثُاّاخ وذؽيُو. ّىػُح اىثُاّاخ صفح أُ ٍؼرثشا اىَرؼاقة اىَقاسُ

 تاسسىّض ىرينىخ اىىظُفُح اىهُنيُح ّظشَح إطاس فٍ هى َام

(Talcott Parsons )ذىَْثٍ لأسّىىذ والاسرعاتح اىرؽذٌ وّظشَح

(Arnold Toynbee )اىرؽيُو مأداج.  

اىْظاً ؼنىٍح أُ هٍ اىثؽس هزا إىُها ذىصو اىرٍ اىْرائط

 يٌُاىرؼ ٍؤسساخ طاىثد اىرٍ اىذٍَْ اىرؼيٌُ سُاساخ ّششخ قذ اىعذَذ

 اىَؤسساخ إؼذي تاػرثاسها اىَؼيَُِ ٍذسسح. تريثُرها الإسلاٍٍ

 اذخار خلاه ٍِ وٍلائَا إَعاتُا سدا أظهشخ الإسلاٍُح اىرؼيَُُح

 ذْفُز ػيً اىَرشذثح اِشاس. ذأخشها ٍِ اىشغٌ ػيً ،5791 اىَْاهط

 فٍ وخاصح اىرؼيٌُ، ّظاً ذغُُش أو ؼشمُح هٍ اىؽنىٍح سُاساخ

 اىعاّة فٍ. اىَؼيَُِ ىَذسسح اىذساسُح ىَْاهطوا اىَؤسسٍ اىعاّة

 ماّد اىرٍ اىرؼيٌُ ٍسرىَاخ اىَؼيَُِ ٍذسسح قسَد اىَؤسسٍ،

 0) اىصاّىَح اىَذسسح ٍسرىي إىٍ ذيقائُا ٍذٍعح سْىاخ 1 أصلا

 وفٍ. اىؽنىٍح ىلائؽح وفقا( سْىاخ 0) اىؼاىُح واىَذسسح( سْىاخ

 اىؽنىٍُح هطاىَْا اذخزخ اىَؼيَُِ ٍذسسح اىَْهعٍ، اىعاّة

 ظذَذا ٍْهعا فأصثؽد اىَؼيَُِ ىَذسسح اىذاخيُح تاىَْاهط وأضافرها

 اىَىاد ػذد ىذَه ظذَذ تأسيىب فاىَْهط. ظذَذ تأسيىب تاىَْهط َسًَ

 هزا اىراىُح، اىَشؼيح فٍ. اىساتق اىَْهط ٍِ أمصش اىذساسح وساػاخ

و اىَْهط َّ  ٍذسسح رىل، إىً تالإضافح. اىَْهط ػثىس ىُصثػ ٍن

ٍِ الإّذوُّسٍ اىشؼة ذصقُف فٍ مثُشج ٍساهَح ىذَها َؼيَُِاى

 خشَعُها ػيً ذىصَؼها َرٌ اىَساهَاخ. اىرؼيَُُح تشاٍعها خلاه
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 فٍ واىذػىج اىَؽَذَح، اىَْظَح إداسج فٍ تْشاط َشاسمىُ اىزَِ

 ٍِ إّذوُّسُا فٍ الإسلاٍٍ اىرؼيٌُ فٍ اىرعذَذ وإظشاء اىَعرَغ،

 .أسسىها اىرٍ  اسطواىَذ اىؼاٍح اىَذاسط خلاه

 مدرسة الإسلامية، التربية ، التربية سياسات:  المفتاحية الكلمات

 المعلمين
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

ب Bā‟ b be 

ت Tā‟ t te 

ث Ṡā‟ ṡ es (dengan titik atas) 

ج Jīm j je 

ح Ḥā‟ ḥ ha (dengan titik bawah) 

خ Khā‟ kh ka dan ha 

د Dāl d de 

ذ Żāl ż zet (dengan titik atas) 

ر Rā‟ r er 

ز Zā‟ z zet 

س Sīn s es 

ش Syīn sy es dan ye 

ص Ṣād ṣ es (dengan titik bawah) 

ض Ḍād ḍ de (dengan titik bawah) 

ط Ṭā‟ ṭ te (dengan titik bawah) 

ظ Ẓā‟ ẓ zet (dengan titik bawah) 

ع „Ain „ Apostrof terbalik 

غ Ghain gh ge 

ؼ Fā‟ f ef 

ؽ Qāf q qi 

ؾ Kāf k ka 

ؿ Lām l el 
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

ـ Mīm m em 

ف Nūn n en 

و Wāw w we 

هػ Hā‟ h ha 

ء Hamzah ‟ Apostrof 

ي Yā‟ y ye 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

Kata Arab Ditulis 

متعدّدة مدّة  muddah muta‘ddidah 

متعيّ  متفنّن رجل rajul mutafannin muta‘ayyin 

C. Vokal Pendek 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 

Fatḥah a وقتل نصر من  man naṣar wa qatal 

Kasrah i فئة من كم  kamm min fi’ah 

Ḍammah u وثلث وخمس سدس  sudus wa khumus wa ṡuluṡ 

D. Vokal Panjang 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 

Fatḥah ā منّاف رزاّؽ فتّاح  fattāḥ razzāq mannān 

Kasrah ī وفقير مسكي  miskīn wa faqīr 

Ḍammah ū وخروج دخوؿ  dukhūl wa khurūj 
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E. Huruf Diftong 

Kasus Ditulis Kata Arab Ditulis 

Fatḥah bertemu wāw mati aw مولود maulūd 

Fatḥah bertemu yā’ mati ai مهيمن muhaimin 

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Kata Arab Ditulis 

 a’antum أأنتم

للكافرين تأعد  u‘iddat li al-kāfirīn 

شكرتم لئن  la’in syakartum 

الطالبي إعانة  i‘ānah at-ṭālibīn 

G. Huruf Tā’ Marbūṭah 

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab Ditulis 

جزيلة زوجة zaujah jazīlah 

محدّدة جزية jizyah muḥaddadah 

Keterangan: 

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab 

yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti 

salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki 

lafal aslinya. 

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 

Kata Arab Ditulis 

المجموع تكملة  takmilah al-majmū‘ 

المحبة حلاوة  ḥalāwah al-maḥabbah 
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2. Bila tā’ marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fatḥah, 

kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut 

huruf vokal yang relevan. 

 

Kata Arab Ditulis 
  
الفطر زكاة  zakātu al-fiṭri 

المصطفى حضرة إلى  ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā 

العلماء جلالة  jalālata al-‘ulamā’ 

 

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-” 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah: 

 

Kata Arab Ditulis 
  
المسائل بحث  baḥṡ al-masā’il 

للغزالي المحصوؿ  al-maḥṣūl li al-Ghazālī 

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan 

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya 

serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya. 

 

Kata Arab Ditulis 
  
الطالبي إعانة  i‘ānah aṭ-ṭālibīn 

للشافعي الرسالة  ar-risālah li asy-Syāfi‘ī 

الذهب شذرات  syażarāt aż-żahab 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pesantren merupakan model pendidikan Islam tradisional di 

Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka 

pada tahun 1945. Martin van Bruinessen mengemukakan 

bahwa pesantren tertua yang masih eksis hingga saat ini adalah 

pesantren yang didirikan pada akhir abad ke-18 di Tegalsari, 

Ponorogo, Jawa Timur.1 Dari pesantren ini kemudian muncul 

pesantren-pesantren baru di wilayah Nusantara khususnya di 

pulau Jawa. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pada 

umumnya memiliki tujuan untuk membekali santri-santrinya 

dengan ilmu pengetahuan agama yang memadai dan ilmu 

lainnya yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian 

santri dapat menjalani hidup di masyarakat dengan baik karena 

bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya saat 

belajar di pesantren cukup memadai. Ketika belajar di 

pesantren santri juga dapat mempelajari, menghayati, dan 

menerapkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dengan 

penekanan pada aspek moral keagamaan sebagai pedoman 

hidup sehari-hari.2  

 Menurut Nurcholis Madjid, pesantren memiliki makna 

keislaman dan keaslian (indigenous) Indonesia sekaligus.3 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

menerapkan sistem asrama bagi para santrinya, sehingga 

                                                           
1
 Martin van Bruinessen, “Traditionalist and Islamist Pesantrens in 

Contemporary Indonesia”, dalam Farish A. Noor, Yoginder Sikand & 

Martin van Bruinessen (eds.), The Madrasa in Asia: Political Activism and 

Transnational Linkages (Amsterdam: ISIM/Amsterdam University Press, 

2008), 219.  
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1. 
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diakui dan disukai oleh masyarakat sekitar. Dengan sistem 

asrama para santri dapat menerima pendidikan agama 

sepanjang hari melalui sistem pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada di bawah bimbingan seorang kyai atau 

lebih dengan ciri-ciri kharismatis serta independen dalam 

segala hal.4 

Pada mulanya, pondok pesantren umumnya masih sangat 

sederhana. Diawali dari pengajian yang diselenggarakan di 

langgar (mus}alla) atau masjid dengan bimbingan seorang kyai 

terhadap beberapa orang santri yang datang mengaji. Tujuan 

pendidikan dan pembelajaraan di masjid adalah untuk 

membekali para santri dengan kemampuan dasar membaca dan 

memahami Alquran. Oleh karena itu materi pelajaran yang 

diajarkan oleh kyai yang berperan sebagai guru sangatlah 

sederhana, seperti menghafal rukun iman dan rukun Islam, 

tata-cara shalat, dan belajar membaca Alquran.5 Pelajaran di 

masjid diawali dengan membaca Alquran dengan menirukan 

bacaan yang diucapkan oleh guru. Kemudian santri menghadap 

guru satu per satu (face to face) untuk mendapatkan pelajaran 

membaca Alquran. Cara belajar seperti inilah yang disebut 

dengan metode Sorogan. Sembari menunggu giliran 

menghadap guru, para santri duduk bersila di sekeliling guru 

sambil membaca Alquran yang akan dibacakan di hadapan 

guru. Bila diperlukan, guru memberisaran pembetulan 

manakala santri membuat kesalahan dalam membaca ayat-ayat 

Alquran.6 

Pelajaran membaca Alquran di masjid atau langgar dapat 

diselesaikan dalam waktu beberapa bulan atau satu tahun. 

Setelah santri menyelesaikan pelajaran membaca Alquran 

(khatam), mereka mengundang teman-temannya dan sanak 

                                                           
4
 Djamaluddin & Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam 

(Bandung: Pustaka Setia, 1998), 99. 
5
 Wardiman Djojonegoro, Fifty Years Development of Indonesian 

Education (Jakarta: Office of Educational and Cultural Research and 

Development MOEC, 1997), 8. 
6
 Ibid. 
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keluarganya untuk makan bersama di rumah guru atau di 

masjid sebagai syukuran. Di acara syukuran tersebut, para 

santri menunjukkan kemampuannya dalam membaca Alquran 

di hadapan para tamu dan santri lainnya. Santri secara resmi 

tidak dipungut uang SPP, namun para orang tua santri 

diperkenankan memberikan penghargaan kepada guru dalam 

bentuk uang atau barang yang tidak ditentukan besarnya. Bagi 

santri yang orang tuanya tidak mampu diperkenankan ikut 

belajar tanpa biaya sepeserpun.7 

Pembelajaran membaca Alquran di masjid atau langgar 

yang sering disebut dengan istilah “mengaji” ini semakin lama 

semakin berkembang dengan jumlah santri yang meningkat. 

Oleh karena itu tempat belajarnya diperluas sampai akhirnya 

menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut pesantren.8 

Mata pelajaran utama di pesantren adalah ilmu pengetahuan 

agama, yaitu dasar-dasar keimanan dalam Islam dan hukum 

Islam (fiqh). Siswa pada pondok pesantren disebut “santri”, 

dan mereka tinggal di “pondok” atau asrama. Biaya untuk 

membangun pesantren disediakan oleh para guru dan 

masyarakat sekitar pesantren. Untuk mendukung operasional 

pendidikan, pesantren kadang-kadang memiliki lahan tanah 

yang digunakan untuk aktivitas pertanian yang dilakukan oleh 

para santri dan guru.9 

Para santri belajar di ruangan terpisah, akan tetapi 

sebagian besar waktunya digunakan untuk mengerjakan 

pekerjaan pondok seperti membersihkan kamar, merawat 

lingkungan pondok dan taman pondok. Di samping itu, para 

santri juga belajar memenuhi kebutuhannya dengan bantuan 

dari keluarganya atau mencari penghasilannya sendiri. Para 

santri juga sering terjun ke masyarakat Muslim di luar 

lingkungan pesantren untuk mencari sumber dana guna 

                                                           
7
 Ibid., 9. 

8
 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: 

Logos, 2001), 157. 
9
 Djojonegoro, Fifty Years Development…, 9. 
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memenuhi kebutuhan material pesantren. Biasanya masyarakat 

dengan suka rela dan ikhlas memberinya untuk memenuhi 

kebutuhan material dan pendanaan. Dengan demikian, para 

santri biasanya lebih cepat memperoleh dan menunjukkan 

kedewasaannya dan memiliki jiwa sosial yang kuat.10 

Meskipun pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan tradisional Islam, namun dalam perkembangannya 

pondok pesantren juga menyelenggarakan sistem pendidikan 

formal, seperti madrasah atau sekolah umum. Lembaga 

pendidikan formal dalam pesantren ini memiliki nilai tambah 

(added value) berupa nilai-nilai dan norma-norma 

kepesantrenan. Keputusan pimpinan pesantren mendirikan 

madrasah atau sekolah umum di lingkungan pesantren ini 

merupakan respon pesantren terhadap sistem pendidikan Barat 

yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-

19 yang merupakan sistem pendidikan baru di Nusantara pada 

waktu itu. Menurut Zamakhsyari Dhofier, sistem pendidikan 

Barat dapat menciptakan kelompok manusia terdidik dan 

berkualitas yang dapat menggantikan peran kiai di masyarakat 

sebagai pemimpin dan kelompok intelektual.11 

Sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan pemerintah 

Hindia Belanda pada abad ke-19 merupakan sistem pendidikan 

baru di wilayah jajahannya, Nusantara. Sistem pendidikan baru 

tersebut diadopsi dari model pendidikan sekolah Zending yang 

secara teknis lebih mudah dimasukkan ke sistem pendidikan 

umum gubernemen dari pada memasukkan model pendidikan 

pesantren ke dalam sistem pendidikan umum. Hal ini didukung 

oleh kenyataan bahwa para murid sekolah Zending sudah 

terbiasa dengan tulisan Latin. Di samping itu, pemerintah 

kolonial Belanda sudah lama memiliki hubungan organisatoris 

dengan Zending, sehingga memudahkan koordinasi dalam 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan 

Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), 39. 
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pelaksanaan sistem sekolah umum bagi warga pribumi.12 Di 

sekolah umum ini siswa diberi pendidikan umum, yaitu berupa 

ilmu pengetahuan dan keterampilan duniawi13 yang diperlukan 

untuk bekal para siswa jika kelak sudah bekerja atau 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi tingkatannya.  

Sistem pendidikan Kolonial ini melahirkan Hollandsche 

Inlandsche School (HIS) dan Sekolah Desa. HIS 

diperuntukkan bagi para siswa Indonesia yang berasal dari 

keluarga terpandang karena jabatan, keturunan, penghasilan 

maupun pendidikan. Sekolah ini menggunakan Bahasa 

Belanda sebagai bahasa pengantarnya dan memiliki masa studi 

selama 7 tahun. Sedangkan Sekolah Desa merupakan bentuk 

pendidikan dasar 3 tahun pelajaran dan menggunakan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Lulusan Sekolah Desa 

ini dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah yang 

tingkatannya lebih tinggi yaitu ke Standaardschool atau 

Vervolgschool. Sejak tahun 1907 Sekolah Desa telah tersebar 

ke seluruh Hindia Belanda dan pada tahun 1938 sekitar 

sepertiga dari anak usia sekolah sudah memasuki sekolah ini.14 

Dalam pendidikan model sekolah pembelajaran dilakukan 

tidak dengan cara lesehan seperti yang lazim diterapkan di 

pesantren. Sebagai ganti lesehan, di ruang kelas disediakan 

meja dan kursi, sehingga para siswanya dapat duduk di atas 

kursi dengan meja di hadapannya sebagai landasan untuk 

menulis dan menaruh buku. 

Hingga akhir abad ke-19 terdapatlah dua model 

pendidikan yang berlangsung di Nusantara, yaitu model 

pendidikan umum yang dikelola oleh pemerintah Kolonial 

(gubernemen) dan model pendidikan pesantren yang dikelola 

oleh para kiai. Pendidikan umum diberikan kepada para murid 

di sekolah umum dalam bentuk pembelajaran materi pelajaran 

                                                           
12

 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan 

Islam dalam Kurun Modern, Cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1994), 5. 
13

 Ibid., 24. 
14

 Ibid., 24-25. 



6 

 
umum, sedang pendidikan pesantren memberikan pelajaran 

agama kepada para santrinya. Pembelajaran di sekolah umum 

dikelola secara modern, sedang pembelajaran di pesantren 

dikelola secara tradisional. 

Pada permulaan abad ke-20 muncullah gerakan 

pembaharuan Islam di Indonesia yang berimbas pada 

pembaharuan pendidikan Islam. Gerakan ini dipelopori oleh 

kaum intelektual muda Islam yang pernah belajar di Timur 

Tengah dan telah mengenal bentuk pendidikan Barat.15 Kaum 

intelektual muda Islam ini berusaha untuk mengawin-padukan 

model pendidikan Barat dengan model pendidikan pesantren. 

Mereka ingin agar umat Islam tidak hanya tahu dan paham 

ilmu agama saja, tetapi juga menguasai ilmu umum yang 

sangat diperlukan dalam kehidupan. Perkawinan antara dua 

model pendidikan ini menghasilkan lembaga pendidikan baru 

yang disebut “madrasah”. Di madrasah murid diberi pelajaran 

agama dan pelajaran umum, meskipun pelajaran agama lebih 

dominan dari pada pelajaran umum. Model pembelajaran di 

madrasah sudah mengadopsi model pembelajaran sekolah 

Barat dengan meja dan kursi di ruangan kelas dan pelajaran 

diberikan secara klasikal. Dengan kata lain madrasah 

merupakan sintesa dari model pendidikan sekolah dan model 

pendidikan pesantren sebagai hasil dari gerakan pembaharuan 

pendidikan Islam di Indonesia.  

Model pendidikan madrasah pertama kali muncul di 

Indonesia pada tahun 1905 di Surakarta dengan nama 

‚Mambaul ‘Ulu>m‛. Madrasah ini didirikan oleh R. Hadipati 

Sosrodiningrat dan R. Penghulu Tafsirul Anam dan dibiayai 

oleh Kraton Surakarta.16 Bangunan madrasah Mambaul ‘Ulu>m 

digabungkan dengan masjid. Madrasah Mambaul ‘Ulu>m 

Surakarta dapat dianggap sebagai perintis dalam pembaharuan 

pendidikan Islam di Indonesia karena kurikulum pendidikan 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Maksum, Madrasah: Sejarah & Perkembangannya (Jakarta: Logos, 

1999), 99.  
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Islam ditambah dengan unsur-unsur pendidikan Barat. Pada 

tahun 1906 Madrasah Mambaul ‘Ulu>m dilaporkan telah 

memiliki 325 orang murid dengan 14 orang guru. Pelajaran 

agama yang diberikan kepada para murid meliputi: membaca 

dan menghafal Alquran, kitab Safinah dan kitab Ummul 

Bara>him. Di samping itu, kepada para murid juga diberikan 

mata pelajaran Ilmu Falak, pengetahuan tentang peredaran 

matahari, perhitungan gerhana matahari, Aljabar dan Mantiq.17 

Pada awal abad ke-20 telah berdiri madrasah-madrasah 

terutama di Jawa dan Sumatra, di antaranya adalah: Madrasah 

Mambaul ‘Ulu>m (1905) di Surakarta, Madrasah Adabiyah 

(1909), Madrasah Diniyah Labai al-Yunusiah (1915) di 

Sumatra Barat, MadrasahNahdhatul Ulama di Jawa Timur, 

Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq 

Thulab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di 

Jawa Barat, Madrasah Jam’iyat Kheir di Jakarta, Madrasah 

Amiriah Islamiyah di Sulawesi, dan Madrasah Assulthaniyyah 

di Kalimantan.18 Madrasah Muhammadiyah yang didirikan di 

Yogyakarta pada permulan abad ke-20 sebagaimana tersebut di 

atas tidak lain adalah Al-Qismul Arqo’ yang didirikan oleh 

K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918. Al-Qismul Arqo’ 

merupakan cikal bakal Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta yang sampai sekarang masih eksis dan tambah 

berkembang. Pada awal pendiriannya, Al-Qismul Arqo’ 

memiliki masa studi selama 3 tahun dan hanya memberikan 

pelajaran agama kepada para muridnya karena orientasinya 

adalah untuk mempersiapkan guru agama guna memenuhi 

kebutuhan guru agama di sekolah-sekolah Muhammadiyah.19 

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta 

merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis madrasah 

                                                           
17

 Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah…, 35-36. 
18

 Maksum, Madrasah…, 98. 
19

 Mu’arif, Modernisasi Pendidikan Islam: Sejarah dan Perkembangan 

Kweekschool Moehammadijah 1923-1932 (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 1912), 89-90. 
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dan pesantren di bawah naungan Persyarikatan 

Muhammadiyah. Pada mulanya Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta bernama “Al-Qismul Arqo” yang 

didirikan pada tahun 1918 oleh KH Ahmad Dahlan di 

Kampung Kauman Yogyakarta. Al-Qismul Arqo’ merupakan 

sekolah tingkat lanjutan yang mempelajari ilmu pengetahuan 

agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang dikemas 

dalam kurikulum modern.20 Sepanjang sejarahnya, Madrasah 

al-Qismu al-Arqo’ mengalami perubahan nama hingga 

beberapa kali. Secara kronologis, perubahan nama ini dimulai 

dari Al-Qismu al-Arqo (1918),21 Pondok Muhammadiyah 

(1921)22, Hogere Muhammadiyah School, Kweekschool Islam 

dan Kweekschool Muhammadiyah (1923).23 Pada tanggal 1 

Januari 1932 terjadi perubahan nama lagi dari Kweekschool 

Muhammadiyah menjadi Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah.24 Nama yang terakhir, yaitu Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta dikukuhkan oleh PP 

Muhammadiyah berdasarkan hasil kongres Muhammadiyah 

ke-23 tanggal 19-25 Juli 1934 di Yogyakarta dan menjadi 

nama yang dipergunakan hingga sekarang.25 Perubahan nama 

dari Madrasah al-Qismu al-Arqo hingga menjadi Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan adanya 

dinamika pada lembaga pendidikan tersebut. Dinamika 

tersebut terjadi seiring dengan perkembangan sosial-politik dan 

pemerintahan di Indonesia.  

Semula, madrasah ini didirikan dengan tujuan untuk 

mencetak pemimpin Muhammadiyah, guru, dan muballigh. 

                                                           
20

 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Kauman: Menguak identitas 

Kampung Muhammadiyah (Yogyakarta: Tarawang, 2000), 86. 
21

 Ibid. 
22

 Alfian, Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim 

Modernist Organization Under Dutch Colonialism (Yogyakarta: Gadjah 

Mada university Press, 1989), 170. 
23

 Mu’arif, Modernisasi Pendidikan Islam..., 94, 99-103. 
24

 Ibid., 103-104. 
25

 “Sejarah Singkat”, dalam http://Mu’allimin.sch.id/sejarah/, diakses 

tanggal 7 Nopember 2016. 
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Pada tahap awal madrasah ini mengajarkan lebih banyak mata 

pelajaran agamanya, sehingga lebih mirip dengan pesantren. 

Namun demikian, madrasah ini mengadopsi sistem dan metode 

pendidikan modern. Setelah berubah namanya menjadi Hogere 

Muhammadiyah School, kurikulumnya ditambah dengan mata 

pelajaran ilmu umum. Dengan diajarkannya materi ilmu agama 

dan ilmu umum, maka Hogere Muhammadiyah School, 

menjadi eksperimen K.H. Ahmad Dahlan dalam mewujudkan 

cita-citanya untuk memadukan ilmu agama dan ilmu umum 

dalam sistem pendidikan Muhammadiyah.26 Sejak berdirinya 

pada tahun 1918 hingga sekarang Madrasah Mu’allimin telah 

meluluskan ribuan alumni yang memiliki kontribusi nyata 

terhadap pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Di antara mereka ada yang menjadi guru, mubaligh, 

pengusaha, dan pimpinan organisasi pemerintah maupun non-

pemerintah. 

Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah diperintah oleh 

tiga pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde 

Reformasi. Pemerintahan Orde Lama dipimpin oleh Presiden 

Soekarno yang berkuasa selama 22 tahun dari 1945 hingga 

1967. Pemerintah Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto 

yang berkuasa selama 31 tahun dari 1967 hingga 1998. Setelah 

Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 

1998, pemerintahan dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie 

yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden. Presiden B.J. 

Habibie berkuasa selama 1 tahun dari 1998 hingga 1999 yang 

merupakan masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. 

Sedangkan Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung mulai 

1999 hingga sekarang yang telah dipimpin oleh empat 

presiden, yaitu: K.H. Abdurrahman Wachid (1999-2001), 

Megawati Soekarno Putri (2001-2004), Susilo Bambang 

Yudoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-sekarang).27 

                                                           
26

 Ibid. 
27

 “Daftar Urutan Nama Nama Presiden dan Wakil Presiden di 

Indonesia”, dalam https://www.academia.edu/34915802/Daftar_Urutan_ 
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Pada penelitian ini penulis membatasi kajian pada masa 

pemerintahan Orde Baru agar kajian terkait dengan kebijakan 

pendidikan keagamaan dan implikasinya bagi dinamika 

pendidikan di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta menjadi lebih fokus. Di samping itu, pemerintah 

Orde Baru telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang 

pendidikan baik dalam bentuk Keputusan Menteri, Peraturan 

Pemerintah, dan bahkan Undang-undang. Pada tahun 1975, 

misalnya, pemerintah mengeluarkan SKB Tiga Menteri yang 

mengatur tentang kesetaraan pendidikan madrasah dengan 

sekolah umum. Pada tahun 1989 pemerintah Orde Baru telah 

menetapkan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.28 Diterbitkannya UU Sisdiknas No. 2 

tahun 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah 

pendidikan di Indonesia karena undang-undang memiliki 

kedudukan yang kuat dan bersifat mengikat semua pihak 

berkenaan dengan pendidikan di Indonesia, termasuk 

pemerintah dan rakyatnya.  

Pada pasal 11 ayat 1 UU Sisdiknas tersebut dinyatakan 

bahwa “jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, 

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan 

keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan 

profesional”.29 Selanjutnya, pasal 11 ayat 6 menyebutkan 

bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan 

peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus 

tentang ajaran agama yang bersangkutan.30 Dalam konteks 

                                                                                                                     
Nama_Nama_Presiden_Dan_Wakil_Presiden_Di_indonesia, diakses 

tanggal 1 September 2017.  
28

 Undang-undang RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 27 Maret 1989 

setelah melalui proses yang panjang di DPR. 
29

 Pemerintah RI, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI 

No. 2 Th. 1989), cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 6. 
30

 Ibid. 

https://www.academia.edu/34915802/Daftar_Urutan_%20Nama_Nama_Presiden_Dan_Wakil_Presiden_Di_indonesia
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agama Islam, pengetahuan khusus tentang ajaran agama 

diberikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti 

pesantren dan madrasah. 

Berkenaan dengan pendidikan madrasah, pada tahun 1975 

pemerintah Orde Baru pernah mengeluarkan kebijakan berupa 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang berisi tentang 

peningkatan kualitas pendidikan pada madrasah. Berdasarkan 

SKB 3 Menteri tersebut, kedudukan madrasah sejajar dengan 

sekolah umum baik secara kelembagaan maupun kurikulum. 

Oleh karena itu, ijazah madrasah setara dengan ijazah sekolah, 

siswa madrasah dapat melanjutkan ke sekolah setingat lebih 

tinggi, dan siswa madrasah dapat berpindah dari madrasah ke 

sekolah yang setingkat.31 Konsekuensi dari pemberlakuan SKB 

ini adalah madrasah harus mengadopsi kurikulum sekolah pada 

semua jenjang pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, 

Madrasah Tsanawiyah, hingga Madrasah Aliyah. Maksud dan 

tujuan dari SKB 3 Menteri tersebut tentu saja sangat bagus 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Untuk 

merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, pemerintah menyusun 

dan menetapkan kurikulum baru, yaitu Kurikulum 1976. 

Kurikulum 1976 ini diimplementasikan secara nasional pada 

tahun 1978. Namun demikian, tidak semua madrasah 

menerapkan kurikulum tersebut, bahkan Bahrul Ulum Munir 

dalam kesimpulan kajiannya yang berjudul “SKB 3 Menteri 

Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan 

Islam” menyebutkan: 

 

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekali 

madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut dan 

tetap berusaha mempertahankan status madrasah 

sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama 

Islam sebagai pengajaran pokok, SKB ini sering dipuji 

banyak memiliki nilai positif antara lain: a. Madrasah 

                                                           
31

 Renggga Satria, “Politik Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Orde 

Baru terhadap Madrasah”, dalam http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index. 

php/lemlit/article/view/18, diakses tanggal 28 Januari 2017.  
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telah sejajar kedudukannya dengan sekolah-sekolah 

umum. b. Mengakhiri reaksi keras umat Islam yang 

menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi 

kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat 

Islam. c. Upaya untuk mengintegrasikan madrasah ke 

dalam sistem pendidikan nasional.32 
 

Yang menjadi perhatian penulis dari pernyataan tersebut 

di atas adalah prase “…kenyataan bahwa banyak sekali 

madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut dan tetap 

berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga 

pendidikan yang mengajarkan agama Islam sebagai pengajaran 

pokok.” Frase ini memberi tahu kepada penulis bahwa pada 

saat pemerintah Orde Baru memberlakukan Kurikulum 1976 

memang banyak madrasah yang tidak menerapkannya dengan 

alasan mempertahankan status madrasah sebagai lembaga 

pendidikan Islam. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut guna menguji kebenaran 

pernyataan tersebut. 

 Mengingat kebijakan pendidikan pemerintah memiliki 

implikasi praktis terhadap pelaksanaan pendidikan di level 

bawah, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian 

tentang kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru di bidang 

pendidikan keagamaan dan implikasinya bagi Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1967-

1998. Dipilihnya Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

sebagai fokus kajian dalam penelitian ini setelah 

mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan 

swasta yang mandiri dan telah berusia satu abad karena 

didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918. Lembaga 

pendidikan swasta memiliki kebebasan dalam menentukan 

                                                           
32

 Bahrul Ulum Munir, “SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya 

terhadap Dunia Pendidikan Islam”, dalam http://bahrululummunir. 

blogspot.co.id/2011/05/skb-3-menteri-tahun-1975-dan.html, diakses tanggal 

23 Februari 2018. 



13 

 

 

peraturan terkait pendidikan di lembaganya, seperti kurikulum, 

sistem pembelajaran dan evaluasinya, perekrutan pendidik dan 

tenaga kependidikannya, dan lain sebagainya. Kedua, 

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah merupakan Sekolah 

Kader Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai Sekolah Kader 

Persyarikatan tentu Madrasah Mu’allimin memiliki kurikulum 

yang berbeda dengan madrasah pada umumnya. Ketiga, 

ketersediaan sumber tertulis berupa dokumen-dokumen 

tentang pendidikan di Madrasah Mu’allimin dan narasumber 

yang menjadi pelaku dan saksi sejarah juga menjadi 

pertimbangan penting dalam pemilihan obyek penelitian 

karena penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. 

Pembatasan kajian pada masa pemerintahan Orde Baru 

dalam penelitian ini mengingat pemerintahan Orde Baru 

memiliki rentang waktu berkuasa yang cukup panjang (31 

tahun) dan telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait 

pendidikan keagamaan. Di samping itu, secara politik, 

pemerintah Orde Baru berusaha untuk mencari dukungan dari 

berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi massa 

(ormas) guna memperlancar jalannya roda pemerintahan yang 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan 

konsekuen. Tentu saja kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut 

ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu, misalnya pertimbangan politik, 

ekonomi, sosial atau pertimbangan lain. Namun demikian, 

penelitian ini memfokuskan kajiannya pada implikasi 

kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru bagi dinamika 

pendidikan di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta, terutama dinamika kelembagaan dan kurikulum. 

Fokus penelitian ini mengantarkan penulis ke sebuah hipotesa 

bahwa kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru memiliki 

dampak terhadap dinamika/perubahan pada sistem pendidikan 

yang terjadinya di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana tersebut di atas 

dan sebagai acuan dalam penelitian ini penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apa produk kebijakan pendidikan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru berkenaan 

dengan pendidikan keagamaan? 

2. Mengapa Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta memberi respon terhadap kebijakan 

pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru? 

3. Bagaimana respon/tanggapan Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta terhadap kebijakan 

pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru? 

4. Bagaimana implikasi kebijakan pendidikan keagamaan 

pemerintah Orde Baru bagi Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah seperti tersebut di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui produk kebijakan pendidikan keagamaan 

pemerintah Orde Baru. 

2. Mengungkap alasan Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta dalam merespon kebijakan 

pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru. 

3. Mengetahui respon/tanggapan Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta terhadap kebijakan 

pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru. 

4. Mengungkap implikasi/dampak kebijakan pendidikan 

keagamaan pemerintah Orde Baru terhadap dinamika 

pendidikan di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta.  

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan penjelasan akademis tentang hubungan 

antara pembuat kebijakan publik dalam bidang 

pendidikan dan lembaga pendidikan Islam melalui 

pendekatan historis. Selanjutnya penjelasan akademis 

tersebut diharapkan dapat membuat pelaku pendidikan 

memahami dan menyadari akan pentingnya 

mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang 

pendidikan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah kajian ilmiah dalam bidang 

sejarah pendidikan Islam di Indonesia, khususnya yang 

terkait dengan pendidikan madrasah/pesantren 

Muhammadiyah. Di samping itu, penelitian ini juga 

diharapkan mampu membawa dampak positif bagi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia 

melalui pendidikan Islam di madrasah dan pesantren.  

 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian tentang kebijakan pendidikan dan kajian tentang 

pendidikan pesantren sudah banyak dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Untuk 

mencari fokus kajian yang berbeda dengan penelitian terdahulu 

sehingga penelitian ini memiliki orisinalitas dan keunikan, 

maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan tema kajian yang sedang penulis teliti.   

Muhammad Sirozi (2004) menulis sebuah buku yang 

merupakan hasil penelitian untuk disertasinya berjudul Politik 

Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam 

dalam Penyusunan UU No.2/1989. Dalam buku tersebut Sirozi 

mengkaji peran para tokoh Islam dalam pengambilan 

kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu 

penyusunan Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Peran para tokoh Islam ini sangat 
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signifikan sejak disusunnya Rancangan Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional (RUUSPN). Kelompok pemimpin 

Islam ini memiliki kepentingan untuk memperjuangkan 

Pendidikan Agama agar masuk dalam Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam upaya memperjuangkan kepentingan tersebut 

para tokoh Islam menempuh berbagai strategi untuk 

mempengaruhi para pengambil kebijakan yang duduk di 

lembaga legistalif maupun eksekutif. Di antara strategi tersebut 

adalah: pembentukan opini publik melalui media masa dan 

ceramah agama; hubungan dengan legislatif seperti menulis 

surat, lobi perorangan, dan dengar pendapat umum; kontak 

dengan badan birokrasi melalui surat dan lobi pribadi; 

memberikan informasi dan menggalang dukungan daerah, 

lingkungan dan organisasi.33 Upaya tersebut membuahkan 

hasil dengan dimasukkannya pendidikan agama sebagai mata 

pelajaran wajib untuk setiap jenis, jalur dan jenjang 

pendidikan.34 

Terkait dengan kajian kebijakan pemerintah berkenaan 

dengan persoalan umat Islam, Aqib Suminto (1985), Politik 

Islam Hindia Belanda, mengkaji kebijakan-kebijakan 

pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia terkait persoalan-

persoalan dengan umat Islam. Suminto memfokuskan 

penelitiannya pada peran Kantoor voor Inlandersche Zaken 

dalam mempengaruhi dan mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan pemerintah Hindia Belanda berkenaan dengan warga 

pribumi Muslim. Meskipun Suminto juga membahas kebijakan 

Hindia Belanda tentang pendidikan,35 namun pembahasannya, 

menurut hemat penulis, belum komprehensif karena hanya 

merupakan bagian kecil dari disertasinya, dan bukan sebagai 

fokus penelitian.  

                                                           
33

 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran 

Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No.2/1989 (Jakarta: INIS, 2004), 

236-267. 
34

 Pemerintah RI, Undang-undang Sistem..., 16. 
35

 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: PT. Pustaka 

LP3ES, 1996), 49-66. 
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Penelitian lebih komprehensif mengenai pendidikan Islam 

di Indonesia dilakukan oleh Karel A. Steenbrink (1986) 

sebagaimana tertuang dalam karyanya Pesantren Madrasah 

Sekolah. Dalam karyanya tersebut, Steenbrink memaparkan 

situasi pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 dan 

pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad 

ke-20.36 Steenbrink juga memaparkan tiga model pendidikan 

yang ada di Indonesia yaitu: pesantren, madrasah dan sekolah. 

Namun demikian paparan Steenbrink masih bersifat global. Di 

samping itu, Steenbrink juga menjelaskan bahwa pada akhir 

abad ke-19 pemerintah kolonial memperkenalkan sistem 

pendidikan Barat yang liberal di daerah pendudukan Hindia 

Belanda, yang hanya sebagian kecil orang kaya dan kaum 

aristokrat di Indonesia yang dapat menikmatinya. Baru pada 

awal abad ke-20 berbagai lapisan masyarakat dapat memasuki 

sekolah rakyat setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah 

kolonial yang dinamakan “ethische politiek”.37 Meskipun 

Steenbrink dalam memaparkan pendidikan Islam di Indonesia 

bersifat global, namun karya tersebut dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan penelitian ini karena dari penelitian 

Steenbrink dapat dikembangkan dan ditarik ke fokus penelitian 

yang lebih spesifik, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia 

terhadap pendidikan pesantren.  

Berkenaan dengan sistem pendidikan pesantren, Mastuhu 

(1994) menulis buku yang merupakan hasil riset untuk 

disertasinya yang berjudul Dinamika Sistem Pendidikan 

Pesantren. Dalam buku tersebut Mastuhu mengkaji unsur-

unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren. Selanjutnya 

Mastuhu mengemukakan bahwa sistem pendidikan pesantren 

memiliki tiga unsur utama, yaitu: (1) Pelaku: kiai, ustazd, 

santri, dan pengurus; (2) Sarana perangkat keras: masjid, 

rumah kiai, rumah ustazd, pondok, gedung sekolah, dan 

gedung-gedung lain untuk keperluan pendidikan dan pelatihan 

                                                           
36

 Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah..., 7-83. 
37

 Ibid., 23. 
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ketrampilan santri; (3) Sarana perangkat lunak: tujuan, 

kurikulum, sumber belajar, cara belajar-mengajar dan evaluasi 

belajar-mengajar. Di antara unsur-unsur tersebut, kiai 

merupakan tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan 

pesantren.38 Sedangkan nilai-nilai yang menjadi dasar 

perikehidupan di pesantren bisa dikelompokkan menjadi dua 

kelompok: (1) nilai-nilai agama yang kebenarannya bersifat 

mutlak, sehingga memiliki corak fiqh-sufistik yang berorientasi 

kepada kehidupan ukhrawi; (2) nilai-nilai agama yang 

kebenarannya bersifat relative, sehingga memiliki corak 

empiris dan pragmatis guna menyelesaikan problema 

kehidupan sehari-hari menurut hukum agama.39 Penelitian 

Mastuhu ini lebih menekankan pada aspek sosio-antropologis 

pendidikan pesantren, sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan ini menekankan pada aspek sosio-historis pendidikan 

pesantren terkait dengan kebijakan pendidikan pemerintah 

Orde baru. 

Kajian tentang madrasah secara umum dan agak lengkap 

dilakukan oleh Maksum dalam karyanya yang berjudul 

Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya. Maksum 

menggunakan pendekatan sejarah dalam mengkaji madrasah. 

Menurut Maksum perkembangan aspek politik dan pemikiran 

keagamaan memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah. Kedua 

aspek ini merupakan aspek dominan yang turut menentukan 

perkembangan madrasah sejak masa klasik.40 

Pada kenyataan historisnya perkembangan madrasah di 

Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tekanan politik 

pendidikan pemerintah kolonial Hindia Belanda ditambah 

dengan pembaharuan pemikiran keagamaan Islam di Indonesia 

yang muncul pada akhir abad ke-19. Pemerintah Hindia 

                                                           
38

 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 

1994), 58. 
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 Ibid. 
40

 Maksum, Madrasah..., 163. 



19 

 

 

Belanda dapat dikatakan ikut berperan dalam perkembangan 

dan pertumbuhan madrasah di Indonesia karena kebijakannya 

menerapkan model pendidikan sekolah Barat yang pola 

pendidikan dan metode pembelajarannya tidak sama dengan 

sistem pendidikan tradisional, pesantren. Madrasah sedikit 

banyak mengadopsi organisasi dan struktur pendidikan model 

sekolah dengan tetap mempertahankan ciri khas dan karakter 

pendidikan keagamaan Islam. Di samping tekanan politik 

pendidikan pemerintah kolonial Belanda di atas, 

perkembangan Madrasah di Indonesia juga dipengaruhi oleh 

perkembangan pemikiran keagamaan yang muncul di 

Indonesia pada akhir abad ke-19. 

Perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia 

memunculkan lahirnya pandangan progresif bahwa sistem 

pendidikan Islam sudah saatnya bergeming dari sistem 

pendidikan tradisional yang mengandalkan pembelajaran ilmu-

ilmu agama dengan metode hafalan. Pendirian dan 

pengembangan Madrasah merupakan bentuk nyata dari 

pandangan ini. Pengembangan pendidikan Madrasah dapat 

diidentifikasi dengan melihat perkembangan kurikulumnya 

dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan 

Madrasah Aliyah. Pada setiap tingkatan madrasah tersebut 

dapat dilihat perbandingan prosentase, keragaman komposisi, 

maupun model pemaduan antara mata pelajaran agama dan 

pelajaran umum serta keterampilan.41 Efek dari perkembangan 

madrasah yang cukup menggembirakan sejak akhir abad 19 

adalah terbentuknya golongan terdidik di kalangan umat Islam 

di Indonesia. Kelompok terdidik Muslim ini memiliki andil 

besar dalam mempengaruhi bentuk dan pola hubungan antara 

agama dan negara yang saling membutuhkan (simbiotik) 

hingga dekade 1990-an. Pola hubungan tersebut dapat 

dibuktikan dengan banyaknya keterlibatan umat Islam terdidik 

                                                           
41

 Ibid., 164. 
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dalam bidang politik dan banyaknya umat Islam terdidik yang 

menduduki jabatan-jabatan politik.42 

Kajian tentang pendidikan di Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta pernah dilakukan oleh Sembodo 

Ardi Widodo yang mengkaji struktur keilmuan kitab kuning di 

pesantren Tebuireng Jombang dan Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam disertasinya yang 

diterbitkan PT. Nimas Multima (2008) Struktur Keilmuan 

Kitab Kuning Perspektif NU dan Muhammadiyah, Widodo 

memaparkan bahwa kitab kuning yang diajarkan di pesantren 

Tebuireng Jombang bercorak bayani dan irfani, sehingga 

struktur keilmuannya bersifat operatif. Sedangkan kitab–kitab 

muqarrar yang diajarkan di Madrasah Mu’allimin sepenuhnya 

bercorak bayani, sehingga struktur keilmuannya bersifat statis-

figuratif.43 

Perbedaan struktur keilmuan ini berdampak pada pola 

berfikir santri dan metode pengajaran kitab kuning di kedua 

pesantren. Para santri Tebuireng memiliki pola berfikir operatif 

dengan menggunakan Nash Alquran, pendapat ulama dalam 

kitab kuning, dan pertimbangan politik dan sejarah sebagai 

dasar pemikiran dalam menghadapi permasalahan umat seperti 

kepemimpinan wanita. Sedangkan para santri Madrasah 

Mu’allimin memiliki pola berfikir figuratif yang cenderung 

menggunakan Alquran dan al-Hadist sebagai dasar dalam 

menjawab permasalahan kontemporer seperti kepemimpinan 

wanita. Demikian juga halnya dengan metode pengajaran kitab 

kuning. Di pesantren Tebuireng pengajaran kitab kuning 

dilakukan melalui tiga jalur metode pengajaran, yaitu: metode 

ceramah, metode bandongan dan sorogan, dan metode diskusi. 

Sedangkan model pengajaran kitab muqarrar di Madrasah 

Mu’allimin hanya melalui satu jalur, yaitu jalur pengajaran di 
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 Sembodo Ardi Widodo, Struktur Keilmuan Kitab Kuning Perspektif 

NU dan Muhammadiyah (Jakarta: Nimas Multima, 2008), 215. 
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kelas yang didominasi metode ceramah, yang kadang-kadang 

disisipi dengan tanya-jawab, penerjemahan dan hafalan.44 

Selain Widodo penelitian tentang Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta juga pernah dilakukan oleh 

Ahzab Muttaqin (1995). Dalam karya penelitiannya, Muttaqin 

menegaskan bahwa Al-Qismu al-Arqa yang didirikan oleh 

K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 merupakan cikal bakal 

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Madrasah 

Mu’allimin merupakan lembaga pendidikan alternatif untuk 

mencetak ulama intelek dan intelek ulama, di samping untuk 

mempersiapkan guru agama dan pemimpin Muhammadiyah. 

Selanjutnya Muttaqin menjelaskan bahwa Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah telah mengalami perubahan nama 

beberapa kali dari Al-Qismu al-Arqa (1918), Hoogere 

Muhammadiyah School (1920), Kweekschool Islam (1923), 

Kweekschool Muhammadiyah (1924), Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah (1934-sekarang).45 Di samping perubahan 

nama, Muttaqin juga memaparkan adanya dinamika 

pembaharuan pada Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

yang ditentukan oleh tiga hal: pertama, rasa tanggung jawab 

terhadap umat Islam (Muhammadiyah); kedua, pengaruh 

modernitas yang sangat cepat; dan ketiga, persepsi dan 

wawasan pemikiran pimpinan Madrasah itu berbeda terhadap 

Madrasah Mu’allimin itu sendiri.46 

Melihat beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang 

telah penulis paparkan di atas, maka penelitian ini mengambil 

fokus pada kajian historis terhadap kebijakan pendidikan yang 

dikeluarkan pemerintah Orde baru dan implikasinya bagi 

dinamika pendidikan di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta. Fokus penelitian tersebut menurut hemat penulis 
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berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian ini 

memiliki orisinalitas dan diharapkan dapat memberi kontribusi 

yang nyata dalam bidang keilmuan Sejarah Pendidikan Islam 

di Indonesia. 

 

E.  Kerangka Teoritik 

1.  Kebijakan Pendidikan 

Kata “kebijakan” merupakan kata turunan dari kata dasar 

“bijak” dengan mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak berarti “selalu 

menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai ber-

cakap-cakap, petah lidah”.47 Adapun “kebijakan” menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:  

 

1.  kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan;  

2.  rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak 

(tentang pemerintahan, organisasi, dan 

sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, 

atau maksud sebagai garis pedoman untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis 

haluan.48  
 

Kebijakan dalam bahasa Inggris adalah policy yang 

berarti “a course of action that has been officially agreed 

and chosen by a political party, business, or other 

organization” 49 (suatu rencana kegiatan yang secara resmi 

telah disetujui dan dipilih oleh partai politik, bisnis, atau 

organisasi lain). Anderson mengemukakan bahwa kebijakan 

adalah “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk 
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memecahkan suatu masalah”.50 Sedangkan Budiardjo 

berpendapat bahwa kebijakan adalah “sekumpulan 

keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau 

kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan 

cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut”.51 Dari beberapa 

pengertian kebijakan tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan merupakan suatu rencana kegiatan atau 

sekumpulan keputusan yang secara resmi telah disepakati 

dan dipilih oleh seseorang atau kelompok orang yang 

memiliki otoritas/kekuasaan dalam rangka mencapai suatu 

tujuan.  

Kata “kebijakan” jika disandingkan dengan kata 

“pendidikan” maka akan menjadi frasa “kebijakan 

pendidikan” (education policy). Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kebijakan pendidikan berarti “kebijakan 

suatu pemerintah untuk mengatur pendidikan dalam 

negaranya”.52 Kebijakan pendidikan dapat pula 

didefinisikan sebagai “the principles and government 

policy-making in educational sphere, as well as the 

collection of laws and rules that govern the operation of 

education systems”53 (prinsip-prinsip dan pembuatan 

kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, serta 

sekumpulan undang-undang dan peraturan yang mengatur 

penyelenggaraan system pendidikan). Berdasarkan 

pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 

kebijakan pendidikan merupakan sekumpulan undang-

undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu 

negara untuk mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan 

di negara tersebut. Kebijakan pendidikan menjadi landasan 

berpijak dalam penyelenggaraan pendidikan serta 

                                                           
50

 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, 

dan Masa Depannya, Ed. I, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 13. 
51

 Ibid., 14. 
52

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar…,  149.  
53

 “Education Policy”, dalam https://www.definitions.net/definition/ 

education+policy, diakses tanggal 3 Agustus 2018. 

https://www.definitions.net/definition/%20education+policy
https://www.definitions.net/definition/%20education+policy


24 

 
merupakan rancangan umum yang dijadikan sebagai 

panduan bagi pengambil kebijakan dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan 

merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tidak 

dapat dipisahkan dengan kebijakan lainnya seperti 

kebijakan ekonomi, politik, pertahanan, agama dan 

sebagainya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan 

merupakan sub-sistem dari kebijakan pemerintah suatu 

negara secara keseluruhan.  

 

2. Kebijakan Pemerintah 

Menurut Herabudin kebijakan pemerintah (public policy) 

pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau 

tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas 

pemerintahannya dalam wujud peraturan atau keputusan. 

Kebijakan pemerintah merupakan hasil proses politik yang 

dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang 

mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara 

Negara.54 Oleh karena itu, dalam prakteknya, kebijakan 

pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat 

pemerintah yang disebut birokrasi. Keterkaitan birokrasi 

dengan kebijakan pemerintah ini sangatlah erat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan antara 

perilaku birokrasi dan kebijakan ini didasarkan pada suatu 

fakta bahwa perancangan, implementasi, hingga evaluasi, 

melibatkan aparat birokrasi. Dengan kata lain tingkat 

ketergantungan kebijakan pemerintah terhadap birokrasi 

sangat tinggi karena birokrasi adalah aktor atau pelaku 

dalam perancangan (formulasi), pelaksanaan 

(implementasi), dan evaluasi kebijakan pemerintah. 

Sementara itu, kebijakan pemerintah merupakan alat atau 
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instrumen bagi birokrasi yang digunakan untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya.55  

Secara empirik permasalahan yang berhubungan 

dengan kebijakan pemerintah ini cukup kompleks. 

Fenomena kebijakan pemerintah tidak hanya pada cara 

proses formulasi dilakukan atau substansi kebijakan 

pemerintah dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga 

menyangkut dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari 

sebuah kebijakan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu 

perumusan kebijakan pemerintah tidak hanya untuk 

memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang harus 

ditaati tetapi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk 

mengantisipasi dampak dan implikasinya termasuk 

kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan.56 

Selanjutnya, Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan 

pemerintah sebagai berikut: “public policy is whatever the 

government choose to do or not to do” (kebijakan 

pemerintah adalah apapun pilihan pemerintah untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut 

Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu 

tentu ada tujuannya karena kebijakan pemerintah 

merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah 

memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ini pun merupakan 

kebijakan pemerintah yang tentu memiliki tujuannya.57 

Sebagai contoh, kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta 

untuk melarang gelandangan dan pengemis beroperasi di 

Yogyakarta adalah untuk alasan ketertiban kota karena 

dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota 

sekalipun banyak kalangan menganggap kebijakan tersebut 

kurang manusiawi. 
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Riant Nugroho menyatakan bahwa kebijakan 

pemerintah dalam kepustakaan internasional disebut 

sebagai public policy, yaitu aturan kehidupan bersama yang 

harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.58 

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami 

sebagai kebijakan pemerintah. Dengan demikian kebijakan 

pemerintah ini dapat diartikan sebagai suatu hukum. Ketika 

suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang 

perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan 

pemerintah yang harus dilakukan dan disusun serta 

disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika 

kebijakan pemerintah tersebut ditetapkan untuk menjadi 

undang-undang, peraturan pemerintah, atau Peraturan 

Presiden termasuk peraturan daerah, kebijakan pemerintah 

tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati 

bersama.59 

Kebijakan pemerintah dalam prakteknya mengikuti tiga 

tahapan/prinsip kebijakan, yaitu: a) merumuskan kebijakan 

pemerintah, b) mengimplementasikan kebijakan 

pemerintah, dan c) mengevalusi kebijakan pemerintah.60 

Formulasi atau perumusan merupakan suatu hal penting 

dalam proses kebijakan karena tahap ini dianggap sebagai 

hal fundamental dalam sebuah siklus kebijakan. Dengan 

kata lain formulasi kebijakan publik adalah inti dari 

kebijakan. Dalam menyusun formulasi kebijakan 

dibutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor yang 

terlibat dalam membuat kebijakan untuk menghindari 

kekeliruan atau kesalahan dalam formulasi kebijakan. 

Adanya kekeliruan atau kesalahan dalam formulasi 
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kebijakan akan berdampak pada proses implementasi 

sehingga tujuan kebijakan tidak dapat tercapai.61 

Agar kebijakan pemerintah yang dihasilkan benar-

benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu 

alternatif yang dilakukan adalah keinginan pemerintah 

untuk membangun jaringan dengan aktor di luar 

pemerintah, yaitu aktor privat dan aktor civil society. Untuk 

itu pemerintah tidak lagi memandang aktor tidak resmi 

sebagai lawan politik tetapi menjadikan aktor- aktor itu 

sebagai mitra dalam membicarakan produk kebijakan 

pemerintah. 

Formulasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai 

pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan 

masalah publik yang menuntut para analis kebijakan publik 

untuk menerapkan beberapa teknik dalam upaya 

menjustifikasi bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan 

pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.62 Menurut 

Wibawa formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses 

kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial 

karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat 

dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah 

selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau 

program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar 

bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap 

formulasi.63 

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut 

Winarno dapat dipandang sebagai kegiatan memutuskan 

secara umum hal-hal yang harus dilakukan atau dengan kata 

lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan 

tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu 
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keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses 

seluruhnya.64 Berkaitan dengan hal tersebut Joko Widodo 

menyatakan bahwa ketika proses formulasi kebijakan tidak 

dilakukan secara tepat dan komprehensif hasil kebijakan 

yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran 

optimal. Artinya bisa jadi suatu kebijakan tidak bisa 

diimplementasikan. Akibatnya tujuan dan sasaran kebijakan 

sulit dicapai dan masalah publik yang mengemuka di 

masyarakat pun tidak bisa dipecahkan. Padahal kebijakan 

publik itu dibuat untuk memecahkan masalah publik yang 

mengemuka di masyarakat.65 

Ada beberapa komponen dalam proses formulasi 

kebijakan. Menurut Wibawa komponen proses formulasi 

kebijakan terdiri dari tiga unsur. Unsur pertama adalah 

tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang 

dilakukan secara terorganisasi dan berulang-ulang (ajeg) 

untuk membentuk pola tindakan tertentu sehingga 

menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. 

Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan 

ditetapkan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan sistem kebijakan, pada giliran berikutnya ketika 

sistem telah berjalan norma yang terbentuk oleh pola 

tindakan tersebut akan mengubah atau mempengaruhi 

tujuan sistem. Unsur kedua adalah aktor. Aktor atau 

pembuat kebijakan atau policy maker adalah orang atau 

pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan yang 

memberikan dukungan ataupun tuntutan serta menjadi 

sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem 

kebijakan. Ada dua macam aktor, yaitu aktor yang memiliki 

kualifikasi dan tuntutan internal dan aktor yang memiliki 

kualifikasi eksternal. Aktor yang paling dominan dalam 

tahap perumusan kebijakan adalah aktor internal karena 
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mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan 

isi dan memberikan legitimasi terhadap perumusan 

kebijakan. Adapun aktor yang mempunyai kualifikasi atau 

karakteristik lain dengan tuntutan eksternal adalah 

kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan 

elit profesi, dan lain-lain. Unsur ketiga adalah orientasi 

nilai. Aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan 

tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan di 

antara kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus 

berfungsi sebagai penilai, yaitu menciptakan nilai yang 

disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian rasional 

dalam mencapai hasil yang maksimal.66 

Setelah kebijakan diformulasikan, selanjutnya 

implementasi kebijakan pemerintah menjadi sangat penting 

karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain 

implementasi merupakan suatu tahapan dimana kebijakan 

dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan 

kebijakan itu sendiri. Menurut Joko Widodo implementasi 

kebijakan merupakan proses yang melibatkan sejumlah 

sumber termasuk manusia, dana, dan kemampuan 

organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan 

yang telah digariskan sebelumnya oleh pembuat 

kebijakan.67 

Menurut Ripley dan Franklin, ada tiga aspek yang 

dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan 

implementasi kebijakan pemerintah, yaitu: a) tingkat 

kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau 

tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-

undang; b) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya 
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masalah; dan c) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang 

dikehendaki dari semua program yang ada terarah.68  

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi 

kebijakan pemerintah diperlukan evaluasi. Dari evaluasi 

akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah 

kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh 

rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan, atau perlu 

diperbaiki sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan. 

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan 

untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi 

kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan 

sedang diimplementasikan, sedangkan evaluasi dilakukan 

untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan sejauhmana 

kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. 

Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat 

segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan 

sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Evaluasi 

berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan 

datang agar lebih baik. Monitoring dan evaluasi kebijakan 

juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan 

prakteknya atau implementasi dalam bentuk dampak 

kebijakan. Apakah dampak tersebut sesuai dengan yang 

diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula dapat 

diketahui apakah sebuah kebijakan atau program 

memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang 

dituju, Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terlebih di masa 

masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja 

pemerintah.69 

Pada tahap evaluasi, hasil evaluasi sangat berguna bagi 

pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau 

program tersebut dapat dilanjutkan, dihapuskan, direvisi, 
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atau dimodifikasi. Selanjutnya dinyatakan bahwa tujuan 

evaluasi kebijakan adalah untuk: a) melakukan evaluasi 

terhadap proses; b) menambah pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab pada perspektif apa yang terjadi dan 

perspektif kepatuhan; c) ditujukan untuk melakukan 

evaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang terjadi dalam 

jangka pendek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi implementasi mempunyai beberapa kegunaan 

yaitu: a) menggambarkan realitas yang muncul dengan 

pola-pola sejauh dapat dilakukan; b) menjelaskan pola-pola 

yang ada termasuk berbagai pengaruh yang ada, arah, dan 

hubungan sebab akibat dari berbagai pengaruh tersebut; c) 

melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek proses 

implementasi pada fase awal program dilaksanakan; 

bagaimana pencapaian terhadap tujuan yang telah 

ditetapkan; bagaimana cara menghadapi perbedaan dari 

berbagai harapan dan tujuan.70 

Evaluasi dampak (evaluation of impact) berbeda 

dengan evaluasi implementasi dalam hal waktu. Evaluasi 

dampak hanya dapat dilakukan secara memuaskan apabila 

program telah dilaksanakan secara lengkap dan berjalan 

dalam waktu yang relatif lama. Suatu kebijakan hanya akan 

terlihat dampaknya apabila telah cukup lama 

diimplementasikan dalam masyarakat. Danpak atau hasil 

kebijakan memiliki makna atau arti yang berlainan. 

pemberian arti sangat bergantung pada aktor yang 

menafsirkan arti dampak tersebut sesuai dengan latar 

belakang kepentingan mereka. Secara konseptual dampak 

kebijakan akan dicari dengan pertanyaan apa yang telah 

dicapai dari suatu program. Evaluasi dampak sering bersifat 

terlalu ilmiah dan cenderung mengabaikan realitas. Sebagai 

akibatnya muncul beberapa tipe evaluasi yang terlalu baik 

tetapi justru mengandung kelemahan antara lain anekdot 
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murni, menampilkan data statistik terlalu terperinci, 

berbagai analisis tanpa kesimpulan, argumentasi ahli, dan 

dominasi intuisi.71 

Menurut Ripley ada empat dimensi yang berkaitan 

dengan dampak, yaitu: a) waktu, hubungan antara dampak 

yang sebenarnya dengan dampak yang ingin dicapai; b) 

akumulasi dampak dan tipe dampak, kegiatan ekonomi; 

pembuatan keputusan; c) sistem politik, dan d) kualitas 

kehidupan.72  

Evaluasi kebijakan dan dampaknya berarti 

mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya. 

Dengan demikian masyarakat akan memperoleh informasi 

mengenai manfaat kebijakan, kesesuaian kebijakan/program 

dengan tujuan yang ingin dicapainya, dan lain-lain. 

Kebijakan publik dapat dianalisis dari dua sudut 

pandang, yaitu a) kebijakan publik dianalisis dari sudut 

proses, dan b) kebijakan publik dianalisis dari sudut hasil 

dan akibat atau efek nya.73 Dalam penelitian ini penulis 

menganalisis kebijakan pemerintah Orde Baru terkait 

dengan pendidikan keagamaan dari sudut dampak dan 

akibatnya bukan dari sudut proses pembuatan kebijakan 

tersebut. Lebih spesifik lagi penulis mengkaji implikasi 

kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru di 

lingkungan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta. Dengan sudut pandang ini diharapkan dapat 

ditemukan dampak dan implikasi dari kebijakan pendidikan 

keagamaan pemerintah Orde baru terhadap sistem 

pendidikan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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3. Pesantren dan Madrasah 

Kata “pesantren” merupakan kata bentukan dari kata 

dasar “santri” yang berarti: a) orang yang mendalami agama 

Islam; b) orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; 

orang yang saleh.74 Kemudian kata “santri” mendapat 

awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi “pesantrian” 

yang memiliki arti pesantren. Adapun arti pesantren secara 

bahasa adalah “asrama tempat santri atau tempat murid-

murid belajar mengaji dan sebagainya; pondok”.75 

Menurut C.C. Berg, kata santri berasal dari kata bahasa 

India Shastri, yang berarti orang yang mengetahui dengan 

baik kitab suci agama Hindu, atau seorang sarjana yang 

menguasai kitab suci agama Hindu. Kata Shastri sendiri 

merupakan derivasi dari kata shastra yang berarti buku-

buku suci, buku-buku agama atau pengetahuan. Pendapat 

lain mengatakan bahwa pesantren memiliki keterkaitan 

sejarah dengan pengaruh Timur Tengah. Keterkaitan 

sejarah dengan Timur Tengah ini dapat dibuktikan dengan 

kenyataan bahwa ketika umat Islam dari Nusantara 

menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah, mereka 

dengan aktif mencari ilmu agama Islam dengan cara 

menghadiri h}alaqah (pengajian) di Masjidil Haram dan 

Masjid Nabawi. Perbedaan pendapat ini menunjukkan 

bahwa pesantren merupakan perpaduan yang harmonis 

antara unsur Hindu dari India dan unsur Islam Timur 

Tengah. Hal ini dapat dimengerti karena Hindu merupakan 

agama yang terlebih dahulu datang ke Nusantara sebelum 

Islam yang berasal dari Timur Tengah datang.76 

Menurut Mastuhu (1994) pesantren merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional di mana 

para santri belajar dan menimba ilmu agama Islam agar 
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mereka mampu mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Pengamalan 

ajaran Islam ini lebih ditekankan pada pentingnya moral 

keagamaan sebagai sebagai pedoman perilaku sehari-hari.77 

Dalam menuntut ilmu di pesantren, para santri tinggal 

bersama di asrama yang disediakan oleh pesantren. Ketika 

belajar ilmun agama Islam para santri mendapat bimbingan 

langsung dari guru yang disebut Kiai. Santri berada di 

dalam komplek pesantren yang memiliki fasilitas yang 

lengkap, seperti masjid untuk beribadah, ruang kelas untuk 

belajar, dan fasilitas lainnya untuk kegiatan keagamaan. 

Untuk mempermudah pengawasan terhadap para santri, 

kompleks pesantren biasanya diberi pagar tembok sehingga 

keluar masuknya santri ke komplek pesantren dapat di 

pantau dengan mudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.78 Dalam belajar ilmu agama Islam santri 

menggunakan kitab kuning, yaitu buku atau kitab berbahasa 

Arab yang dicetak pada lembaran-lembaran kertas berwarna 

putih kekuningan yang berisi tentang ilmu-ilmu agama 

Islam. Untuk mempelajari isi dari kitab kuning ini santri 

mendapat bimbingan dari seorang kiai yang diberikan 

secara non-klasikal. Kitab-kitab kuning yang dipelajari 

santri kebanyakan merupakan karya para ulama Timur 

Tengah abad pertengahan.79 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka 

pendidikan pesantren adalah proses mendidik para santri 

yang berlangsung di pesantren. Adapun tujuan pendidikan 

pesantren menurut Mastuhu adalah membentuk pribadi 

Muslim yang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, 

berakhlak karimah, dan bermanfaat bagi umat. Untuk 

menjadi sosok manusia yang bermanfaat bagi umat dapat 

dilakukan dengan meneladani perilaku dan kepribadian 
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Nabi Muhammad SAW. sebagai pelayan masyarakat yang 

mandiri, bebas, teguh dalam pendirian, mendakwahkan dan 

menegakkan ajaran Islam agar kejayaan umat Islam di 

tengah-tengah masyarakat dapat terpelihara. Di samping itu, 

para santri juga perlu mencintai ilmu untuk 

mengembangkan dan membentuk kepribadian Indonesia.80 

Mengingat mulianya tujuan pendidikan pesantren 

sebagimana tersebut di atas, selanjutnya Mastuhu 

berpendapat bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai 

lembaga pendidikan saja tetapi juga berfungsi sebagai 

lembaga sosial dan lembaga penyiaran agama. Sebagai 

lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan 

pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Sebagai 

lembaga sosial, pesantren menerima santri dari berbagai 

lapisan masyarakat Muslim tanpa memandang tingkat 

sosial-ekonomi orang tua santri. Pesantren menyediakan 

pendidikan dengan biaya yang murah dan bahkan memberi 

beasiswa penuh (gratis) bagi santri yatim piatu dan dari 

keluarga miskin. Sebagai lembaga penyiaran agama, 

pesantren menyediakan masjid pesantren untuk 

pembelajaran agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Di 

samping itu, para kiai, ustad dan santri senior melakukan 

dakwah Islam ke berbagai daerah di sekitar pesantren 

maupun di daerah yang jauh dari pesantren baik berskala 

lokal maupun nasional.81 

Selain pesantren ada lembaga pendidikan Islam yang 

sangat dikenal luas oleh masyarakat Muslim Indonesia, 

yaitu madrasah. Kata madrasah secara etimologi merupakan 

kata serapan dari Bahasa Arab. Kata madrasah merupakan 

isim al-maka>n dari kata Arab darasa yang berarti belajar. 

Oleh karena itu kata madrasah artinya adalah tempat 

belajar. Dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia kata 

madrasah diartikan dengan maka>nu al-ta’li>m (tempat 
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pengajaran), sekolah, akademi.82 Menurut SKB 3 Menteri 

tahun 1975, madrasah didefinisikan sebagai “lembaga 

pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam 

sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 

30%, di samping mata pelajaran umum.”83 Dengan kata lain 

madrasah adalah tempat belajar atau sekolah formal yang 

membelajarkan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan 

umum kepada para murid-muridnya. 

George Makdisi berpendapat bahwa kata "madrasah" 

memiliki tiga pengertian/konotasi. Pertama, kata madrasah 

merujuk pada pengertian paling awal universitas sebagai 

komunitas atau sekelompok sarjana dan mahasiswa. Kedua: 

kata madrasah merujuk pada sebuah bangunan atau gedung 

dimana kegiatan pendidikan pasca pendidikan dasar 

diselenggarakan. Ketiga, kata madrasah merujuk pada izin 

mengajar (Ija>zah al-tadri>s) yang diberikan oleh Syaikh 

secara personal tanpa adanya kaitan apa-apa dengan 

pemerintah.84 

Dalam proses belajar-mengajar secara teknis tidak ada 

perberbedaan antara sekolah dan madrasah. Namun 

demikian, madrasah di Indonesia tidak lantas dipahami 

sebagai sekolah, akan tetapi madrasah merujuk pada 

sekolah agama yang secara spesifik memberikan pelajaran 

agama Islam kepada peserta didiknya.85 Dalam praktiknya 

ada madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama di 

samping ilmu-ilmu umun seperti yang diberikan sekolah-

sekolah. Selain itu ada Madrasah Diniyah yang spesifik 

hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Penggunaan kata 

“madrasah” yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa 
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Indonesia “sekolah” berdampak pada pemahaman 

masyarakat terhadap madrasah. Masyarakat lebih 

memahami Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, 

yaitu tempat para siswa belajar agama dan keagamaan 

Islam.86 Hal ini dapat dimaklumi karena kata “madrasah” 

berasal dari Bahasa Arab dan Islam berasal dari tanah Arab. 

Pada awal perkembangan Islam, umat Muslim belum 

mempunyai tempat belajar yang layak seperti madrasah saat 

ini. Pada saat itu, masjidlah yang menjadi tempat transfer of 

knowledge dari guru ke murid-muridnya. Di zaman 

Rasulullah SAW, Masjid Nabawi menjadi tempat yang 

paling sering digunakan oleh para sahabat untuk 

memperoleh ilmu agama. Di dalam Masjid Nabawi ada 

sebuah ruangan yang secara khusus digunakan untuk belajar 

dan ruangan tersebut diberi nama Suffah. Selain sebagai 

tempat belajar, Suffah juga menjadi tempat untuk 

menyantuni kaum fakir-miskin. Kondisi seperti itu berjalan 

hingga pada masa al-Khulafa>’ al-Ra>syidu>n dan Bani 

Umayah.  Madrasah mulai mengalami perubahan pada 

masa kedaulatan Bani Abbasiyah. Pada masa itu 

perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan 

yang pesat. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran 

diselenggarakan di rumah-rumah para guru/ulama, istana 

khalifah, baitul h}ikmah (perpustakaan), dan tentunya juga 

di masjid.87 

Di duna Islam Madrasah Nizamiyah di Baghdad 

merupakan Madrasah pertama yang memiliki sistem dan 

bentuk pendidikan yang mirip dengan bentuk dan sistem 

pendidikan pada madrasah saat ini. Madrasah Nizamiyah 

didirikan oleh seorang Perdana Menteri dari Bani Seljuk 

yang bernama Nizamul Mulk pada abad ke-11 M. Sejak 
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saat itu, model pendidikan madrasah mulai menyebar dan 

berkembang ke kota-kota di daerah kadaulatan Islam dan 

menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan Muslim. Di 

Indonesia, pendidikan madrasah berkembangan dari sistem 

pendidikan tradisional yang diselenggarakan di surau, 

masjid, dan pesantren.88 Proses pembelajaran dengan sistem 

tradisional yang dilakukan di surau, masjid, dan pesantren 

menggunakan model h}alaqah, yaitu para santri atau murid 

duduk mengelilingi guru/kiai. Kemudian guru/kiai 

menyampaikan materi pembelajaran kepada para muridnya 

secara lisan.  

Pada perkembangan selanjutnya, pembelajaran dengan 

model h}alaqah mulai beralih ke pembelajaran dengan 

sistem klasikal. Hal itu dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah oleh 

pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya Madrasah pun 

meniru model pembelajaran klasikal sekolah Belanda untuk 

mengggantikan model h}alaqah sebagaimana diterapkan di 

pesantren. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengimbangi sekolah-sekolah milik penjajah Belanda. Di 

Indonesia, madrasah berkembang seiring dengan 

berkembangnya organisasi-organisasi Islam89 dan memiliki 

tiga jenjang pendidikan, yaitu: Madrasah Ibtidaiyah (6 

tahun), Madrasah Tsanawiyah (3 tahun), dan Madrasah 

Aliyah (3 tahun).90 

Pada tahun 1950 jumlah madrasah di Indonesia 

mencapai 12.140 madrasah dengan jumlah siswa sebanyak 

1.652.514 orang dan jumlah guru sebanyak 37.084 orang. 

Sedangkan jumlah pesantren di Indonesia pada tahun yang 

sama mencapai 53.077 pondok dengan jumlah santri 
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sebanyak 1.937.525 orang dan jumlah guru/ustad sebanyak 

57.530 orang. Dari data tahun 1950 juga didapati bahwa 

jumlah madrasah terbanyak berada di Jawa Barat yang 

berjumlah 4.528 madrasah dengan jumlah siswa sebanyak 

717.372 orang dan jumlah gurunya sebanyak 13.680 orang. 

Sedangkan jumlah pesantren terbanyak berada di Sumatra 

Utara dengan jumlah 24.052 pondok dengan jumlah santri 

sebanyak 962.080 orang dan gurunya berjumlah 24.052 

orang.91 Pada pertengahan tahun 1960-an di Indonesia 

sudah ada 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan murid 

sebanyak 1.927.777 siswa. Pada tingkat Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) sudah ada 776 madrasah dengan jumlah 

murid sebanyak 87.932 siswa. Sedangkan untuk tingkat 

Madrasah Aliyah (MA) sudah ada 16 madrasah dengan 

jumlah murid sebanyak 1.881 siswa.92 Dengan demikian 

pada tahun 1960-an jumlah madrasah di Indonesia secara 

keseluruhan untuk semua jenjang pendidikan MI, MTs, dan 

MA sebanyak 13.849 madrasah dengan jumlah siswa 

sebanyak 2.017.590 siswa. Dalam kurun waktu 10 tahun 

jumlah madrasah meningkat dari 12.140 madrasah menjadi 

13.849 madarasah, sehingga ada penambahan sebanyak 

1.709 madrasah. Sedangkan peningkatan pada jumlah siswa 

cukup signifikan dari 1.652.514 siswa pada tahun 1950 

menjadi 2.017.590 pada tahun 1960-an, sehingga terdapat 

penambahan jumlah siswa sebanyak 365.076 siswa.  

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan 

madrasah di Indonesia cukup menggembirakan karena 

madrasah menjadi bagian penting dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mengenyam 

pendidikan madrasah banyak warga Negara Indonesia yang 
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berhasil dalam meniti karirnya baik di sektor pemerintahan 

maupun di luar pemerintahan. Banyak alumni madrasah 

yang menjadi pimpinan lembaga Negara, kepala daerah, 

professor, dosen, guru, dokter, pengusaha, pedagang, 

petani, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa 

madrasah memiliki kontribusi yang besar terhadap 

pembangunan nasional, khususnya pada sektor 

pembangunan sumber daya manusia.  

 

4. Teori Struktural Fungsional dan Teori Challenge and 

Response 

Persell sebagaimana dikutip oleh Sztompka 

menerangkan bahwa perubahan sosial adalah transformasi 

atau modifikasi dalam pengorganisasian masyarakat.93 

Dinamika dalam pendidikan merupakan fenomena 

perubahan sosial karena terjadinya transformasi atau 

modifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang 

melibatkan interaksi antar individu atau antar institusi 

dalam masyarakat. Demikian juga halnya dengan kebijakan 

pendidikan yang bertujuan untuk mentransfomasi 

pengorganisasian masyarakat khususnya di bidang 

pendidikan. Penyusunan kebijakan pendidikan dan 

implementasinya di lapangan juga melibatkan banyak pihak 

terkait terutama pemerintah dan masyarakat. Kebijakan 

pendidikan dari suatu pemerintahan biasanya membawa 

dampak perubahan atau dinamika dalam sistem pendidikan 

pada lembaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengkaji 

kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru dan 

implikasinya bagi Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta penulis menggunakan teori perubahan sosial 

terutama Teori Struktural Fungsional dan Teori Challenge 

and Response sebagai pisau bedah analisisnya. 
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Teori Struktural Fungsional memandang bahwa untuk 

menciptakan tatanan sosial yang stabil diperlukan peran 

serta masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan sistem 

sosial. Teori ini juga kerap disebut dengan perspektif 

fungsionalisme yang digagas oleh Emile Durkheim. 

Durkheim banyak melakukan kajian tentang tatanan sosial 

dan keharmonisan hidup masyarakat. Teori fungsionalisme 

Durkheim ini mempengaruhi beberapa sosiolog terkenal di 

antaranya, Talcott Parsons dan Robert K. Merton. 

Dalam teori Struktural Fungsional, individu dipandang 

sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem 

sosial yang besar. Dalam sistem sosial inilah sebuah tatanan 

sosial yang stabil tercipta. Dengan demikian masyarakat 

adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja untuk 

menjaga stabilitas sosial dalam sistem tertentu. Selanjutnya 

Durkheim memandang bahwa masyarakat itu bagaikan 

organisme. Sebuah organisme tersusun dari beberapa unsur 

atau komponen yang bekerja sesuai dengan peranannya 

masing-masing. Apabila masing-masing komponen 

bergerak sendiri-sendiri, maka organisme akan mengalami 

gagal berfungsi (disfungsi). Teori Struktural Fungsional 

memandang institusi atau lembaga sosial sebagai komponen 

dari sistem social yang memiliki tugas dan fungsinya 

masing-masing.94 

 Menurut pandangan Fungsionalisme, institusi sosial 

akan tetap eksis apabila mampu dan berhasil menjalankan 

fungsi sebagaimana mestinya. Namun apabila tidak mampu 

menjalankan fungsinya, maka institusi sosial akan hilang 

dengan sendirinya. Institusi sosial yang dimaksud antara 

lain adalah: keluarga, pemerintah, ekonomi, media, agama, 

dan institusi sosial lainnya seperti pendidikan. Sistem sosial 

akan collapse jika institusi sosial tidak bekerja sebagaimana 

mestinya. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk bisa 
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memulihkannya seperti sedia kala.95 Setelah Perang Dunia 

II, misalnya, banyak sistem sosial yang collapse dan tidak 

berfungsi secara normal akibat perang. Beberapa negara 

yang kalah perang mengalami disfungsi sistem sosial 

seperti ekonomi tidak berjalan, pemerintah mengalami 

kekosongan kekuasaan, dan bubarnya aspek lain kehidupan 

sosial. Hal ini menjadi contoh rusaknya sistem sosial dalam 

pandangan teori struktural fungsional.96 

 Paparan berikut bisa menjadi contoh bagaimana teori 

struktural fungsional bekerja dalam sebuah sistem dalam 

kehidupan sehari-hari. Pemerintah mendirikan sekolah 

dalam rangka mencerdaskan warganya. Para siswa 

dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja dan posisi-posisi 

penting di pemerintahan kelak setelah lulus. Setelah mereka 

mendapat pekerjaan atau menjabat posisi penting di 

pemerintahan, mereka membayar pajak kepada negara. Lalu 

uang hasil pajak tersebut dibelanjakan untuk membayar 

biaya pendidikan dan lain sebagainya. Agar tetap eksis, 

pekerja juga membiayai hidup keluarganya. Pada akhirnya, 

para siswa yang dulunya disekolahkan dengan biaya dari 

negara akan berbalik turut membiayai negara dengan 

membayar pajak agar negara tetap eksis. Sistem sosial akan 

tetap berada pada kondisi normal dan stabil jika sistem 

tersebut berjalan sebagaimana mestinya, yakni pemerintah 

membiayai pendidikan, murid belajar, dan kemudian 

bekerja.97 

 Salah seorang sosiolog pendukung teori struktural 

fungsional, Talcott Parsons, menganalogikan perubahan 

sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada 

organisme (mahkluk hidup). Proses diferensiasi merupakan 

unsur utama dalam pemikiran Parsons. Parsons berpendapat 

bahwa setiap masyarakat tersusun dari sejumlah sub-sistem 
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yang berbeda strukturnya maupun makna fungsionalnya 

bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat 

mengalami perubahan, biasanya masyarakat akan tumbuh 

dan berkembang dengan kemampuan yang lebih baik untuk 

mengatasi permasalahan hidupnya. Dengan demikian, 

Parsons dapat dikategorikan sebagai sosiolog yang optimis 

dalam memandang sebuah proses perubahan.98 

 Untuk melengkapi teori struktural fungsional yang ia 

dukung, Parsons mengusulkan empat fungsi penting untuk 

semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan 

kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi satu atau 

beberapa kebutuhan sistem. Parsons merumuskan empat 

fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu 

bertahan. Keempat fungsi imperatif ini dikenal dengan 

nama skema AGIL, yaitu: pertama, adaptasi (adaptation), 

sebuah sistem harus mampu mengantisipasi dan mengatasi 

kebutuhan situasional yang datang dari luar. Sistem harus 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-

kebutuhannya. Kedua, pencapaian tujuan (goal attainment), 

sebuah sistem harus mampu merumuskan tujuan utamanya 

dan mampu mencapainya. Ketiga, integrasi (integration), 

sebuah sistem harus mampu mengatur hubungan antar 

bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus 

dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi imperatif 

lainnya (A,G,L). Keempat, pemeliharaan pola (latency), 

sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan 

memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang 

menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.99 
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 Untuk menggunakan skema AGIL, Parsons 

menawarkan organisme behavioral sebagai salah satu 

sistem tindakan. Organisme behavioral adalah sistem 

tindakan yang menjalankan fungsi adaptasi dengan cara 

menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Organisme 

behavioral ini meliputi tiga sistem tindakan yang 

menopangnya. Sistem kepribadian menjalankan fungsi goal 

attainment dengan cara merumuskan tujuan sistem dan 

menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan tersebut. Sistem sosial menjalankan fungsi 

integration dengan memantau dan mengontrol fungsi dari 

unsur-unsur sistem yang menjadi komponennya. Akhirnya 

sistem kultural menjalankan fungsi latency dengan cara 

menginternalisasikan norma dan nilai-nilai kepada para 

aktor, sehingga mereka termotivasi untuk bertindak.100 

 Teori struktural fungsional berpandangan bahwa 

masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 

berbagai unsur atau sub-sistem yang saling berkaitan satu 

sama lainnya. Masing-masing bagian tersebut memiliki 

fungsinya sendiri-sendiri dalam mendukung kegiatan 

sistem, sehingga keberlangsungan hidup dari sistem dapat 

dijaga dan bahkan meningkat. Ada beberapa unsur atau 

bagian sistem sosial yang perlu mendapat perhatian khusus, 

yaitu individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, distribusi 

kerja, dan nilai atau norma yang dijadikan pegangan. 

Adapun perumusan kegiatan yang diperlukan untuk 

menjamin sistem sosial tetap berlangsung menjadi tugas 

utama para pemikir teori Funsionalisme.101 

 Pemikir fungsionalisme menyatakan bahwa perubahan 

terjadi karena adanya tekanan-tekanan yang kemudian 

menghasilkan integrasi dan berakhir pada titik 
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keseimbangan semu, yaitu keseimbangan yang berlangsung 

secara tidak sempurna. Dengan kata lain, teori ini melihat 

adanya siklus ketidakseimbangan dalam perubahan sosial. 

Ketidakseimbangan berlangsung abadi seperti sebuah siklus 

untuk menghasilkan keseimbangan baru. Oleh karena itu, 

struktur sosial dan dinamikanya menjadi pusat perhatian 

dari teori fungsionalisme ini. Adapun penyebab perubahan 

dapat datang dari dalam maupun dari luar sistem sosial. 

Berkenaan dengan teori siklus, Arnold J. Toynbee, 

seorang sejarawan berkebangsaan Inggris pada abad ke-20 

menulis sebuah karya monumental dengan judul The Study 

of History yang terbit perdana tahun 1934. Dalam karyanya 

tersebut Toynbee menyajikan sejarah sebagai kebangkitan 

dan kejatuhan peradaban yang berlangsung secara berulang 

(siklus). Dia mengidentifikasi dan mengkaji 21 peradaban 

yang pernah ada di dunia dan menghasilkan kesimpulan 

bahwa peradaban muncul sebagai tanggapan terhadap 

serangkaian tantangan yang sangat sulit. Kesimpulan ini 

mendorong terciptanya teori Challenge and Respond dari 

Arnold J. Toynbee.102 

Tantangan dan tanggapan itu bersifat fisik, seperti 

ketika kaum Sumeria mengeksploitasi rawa-rawa bagian 

selatan Irak pada zaman Neolitikum telah membuat 

penduduk setempat menjadi masyarakat yang mampu 

mengerjakan proyek-proyek skala besar seperti irigasi dan 

sosial. Demikian halnya ketika Gereja Katolik mengatasi 

kekacauan pasca-Romawi Eropa dengan memasukkan 

kerajaan Jermanik ke dalam satu komunitas religius. Ketika 

sebuah peradaban merespon tantangan, peradaban akan 

tumbuh dan berkembang. Peradaban akan stagnan dan 

bahkan hilang jika para pemimpin mereka tidak mampu 

menjawab tantangan secara kreatif. Toynbee berpendapat 
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bahwa "Peradaban mati akibat bunuh diri, bukan oleh 

pembunuhan."103 

   

F.  Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan sejarah karena obyek penelitian ini 

adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, yaitu 

kebijakan pendidikan keagamaan pemerintahan Orde Baru dan 

implikasinya bagi Madrasah Mu’allimin pada tahun 1966-

1989. Menurut Bogdan dan Biklen, terdapat limaciri dalam 

penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif 

menghendaki dan mengutamakan situasi-situasi alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan 

instrument kunci. Peristiwa yang terjadi harus dipahami dalam 

kaitannya dengan konteks sejarah dan tempat terjadinya situasi 

yang diteliti. Kedua, penelitian kualitatif adalah deskriptif. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar dari pada 

berupa angka-angka. Ketiga, peneliti kualitatif lebih 

memusatkan perhatian pada proses dari pada hasil atau produk. 

Keempat, peneliti kualitatif cenderung melakukan analisis data 

secara induktif. Peneliti berusaha untuk membangun teori dari 

banyaknya bukti-bukti beragam yang saling berhubungan yang 

telah dikumpulkan. Kelima, menemukan “makna” menjadi 

perhatian esensiil dalam pendekatan kualitatif. Oleh karena itu 

peneliti kualitatif harus mampu mengenali dan memahami 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

agar dapat menangkap secara tepat makna peristiwa dari 

perpektif informan.104 

Penelitian sejarah didefinisikan sebagai lokasi, evaluasi 

dan sintesis yang sistematis dan objektif terhadap bukti untuk 

menetapkan fakta-fakta dan menarik kesimpulan tentang 
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peristiwa masa lalu.105 Dengan demikian, penelitian sejarah 

dapat dipahami sebagai tindakan rekonstruksi yang dilakukan 

dalam semangat penyelidikan kritis yang dirancang untuk 

mencapai representasi meyakinkan dari masa sebelumnya. 

Penelitian sejarah memiliki sifat diakronis karena mengkaji 

dan meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi 

dalam ruang yang terbatas.106 

Pendekatan sejarah digunakan oleh penulis untuk 

mengetahui latar belakang terbentuknya pemerintahan Orde 

Baru dan kebijakan pendidikan keagamaan yang pernah 

ditetapkannya, serta untuk mengetahui sejarah perkembangan 

Madrasah Mu’allimin. Selain pendekatan sejarah, dalam 

penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan politik. 

Pendekatan politik dapat diartikan sebagai pendekatan 

berdasarkan aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan 

kekuasaan atau relasi kuasa dan bermaksud untuk 

mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan 

bentuk susunan masyarakat.107 Dalam penelitian ini 

pendekatan politik digunakan untuk mengetahui reaksi atau 

respon pengelola terutama pimpinan Madrasah Mu’allimin 

terhadap kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah Orde 

Baru. Oleh karena itu, obyek kajian dalam penelitian ini 

dibatasi pada kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah 

Orde baru dan implikasinya bagi dinamika pendidikan di 

Madrasah Mu’allimin pada tahun 1967-1998. 

Upaya untuk mencari dan menemukan data akan 

dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengunjungi 

beberapa perpustakaan yang dimungkinkan menyimpan 

dokumen tertulis atau bahan yang dapat dijadikan sumber data, 
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baik sumber primer maupun sekunder. Untuk mendukung data 

yang berasal dari dokumen tertulis, penulis juga akan 

melakukan wawancara terhadap sejumlah orang yang dinilai 

sebagai pelaku atau saksi sejarah terkait dengan peristiwa yang 

menjadi obyek penelitian.   

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

sejarah. Menurut Gottschalk, metode sejarah adalah “proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau”.108 Penggunaan metode sejarah 

menuntut peneliti untuk melakukan langkah-langkah penelitian 

historis yang meliputi: heuristik, kritik sumber, interpretasi 

fakta, dan historiografi.109 Pertama-tama, peneliti melakukan 

penelusuran sumber-sumber data yang terkait dengan tema 

kajian. Sumber data ini meliputi sumber primer seperti 

manuskrip, arsip, dokumen, maupun gambar/foto yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, PP Muhammadiyah, 

Madrasah Mu’allimin, atau pihak lain yang relevan. Di 

samping sumber primer, peneliti juga akan mengumpulkan 

data historis melalui pelacakan terhadap sumber-sumber 

sekunder seperti: disertasi, hasil-hasil penelitian, buku, jurnal, 

majalah, dan surat kabar baik cetak maupun elektronik. Setelah 

data terkumpul, peneliti akan melakukan kritik sumber baik 

secara eksternal maupun internal dengan memeriksa fisik 

sumber data dan isi sumber data, lalu membandingkan satu 

sumber dengan sumber lainnya untuk memperoleh data yang 

valid dan reliable. Selanjutnya peneliti akan melakukan 

interpretasi terhadap data dan fakta historis tersebut dan 

kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi sesuai dengan 

cronological order terjadinya peristiwa sehingga peneliti 

memperoleh informasi yang memadai untuk dianalisis lebih 

lanjut.   

                                                           
108

 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 2006), 71-72. 
109

 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 2005), 

90. 



49 

 

 

Mengingat jenis penelitian tersebut, maka analisis data 

dilakukan secara deskriptif-diakronis, yaitu dengan cara 

memaparkan kondisi sebenarnya sistem pendidikan di 

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta dan 

menhubungkomunikasinnya dengan kebijakan pendidikan 

keagamaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. 

Proses penelitian dilanjutkan dengan penulisan sejarah yang 

merupakan rekontruksi atas peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh terkait dengan 

kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru dan 

pendidikan di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta khususnya pada kurun waktu antara 1967-1998.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam disertasi ini akan dilakukan dengan 

mengikuti skema pembahasan sebagai berikut. Bab pertama, 

Pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Bab kedua membahas tentang sejarah singkat 

perkembangan Madrasah Mu’allimin. Bab ini memiliki 

beberapa sub-bab, yaitu:  sejarah Madrasah Mu’allimin; visi, 

misi dan tujuan Madrasah Mu’allimin; kompetensi lulusan 

Madrasah Mu’allimin; serta kontribusi Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta bagi pembangunan nasional 

Indonesia, khususnya sektor pembangunan sumber daya 

manusia. Kontribusi Madrasah Mu’allimin dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu kontribusi bagi organisasi persyarikatan 

Muhammadiyah, kontribusi bagi masyarakat, dan kontribusi 

dalam penyebaran pembaharuan pendidikan Islam dan 

pendirian/inisiasi madrasah/pesantren Muhammadiyah yang 

lain di wilayah Republik Indonesia. Bab ketiga membahas 

tentang kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah Orde 

baru yang terdiri dari sub-bab: sejarah singkat Orde Baru, 

kebijakan pendidikan keagamaan Pra-Orde Baru (Orde Lama) 
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dan kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru. 

Bab keempat membahas implikasi kebijakan pendidikan 

pemerintah Orde Baru bagi Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta. Bab ini memiliki beberapa sub-

bab, yaitu: dinamika kelembagaan, dinamika kurikulum, 

dinamika model pembelajaran, dan dinamika sistem evaluasi 

pembelajaran. Untuk melengkapi bab keempat, penulis juga 

memaparkan perubahan (change) dan keberlanjutan 

(continuity) yang tercermin pada dinamika pendidikan di 

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah pada periode tersebut.  

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 

sebagaimana yang telah ditetapkan pada bab I. Di samping itu, 

penulis juga memaparkan implikasi teoritis dari hasil temuan 

sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan keilmuan 

Sejarah Kebudayaaan Islam, khususnya Sejarah Pendidikan 

Islam di Indonesia. Selanjutnya, penulis menyampaikan 

rekomendasi/saran-saran yang ditujukan kepada PP 

Muhammadiyah, Madrasah Mu’allimin, pemerintah, dan 

peneliti lain.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan data sebagaimana dipaparkan dalam 

bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis sampai kepada 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan beberapa 

kebijakan pendidikan selama periode pemerintahannya. 

Di antara kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah 

Orde Baru tersebut adalah: pertama, Penegerian 

sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari 

tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah pada tahun 

1967 oleh Menteri Agama. Tujuan dari kebijakan 

penegerian madrasah ini adalah untuk mengatur dan 

mengontrol pendidikan di madrasah-madrasah secara 

lebih efektif. Kedua, Keppres No. 34 Tahun 1972 yang 

memberi tugas dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan 

pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh 

baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun 

swasta. Dengan demikian, menurut Keppres ini, 

pembinaan terhadap pendidikan agama juga menjadi 

tugas dan tanggung jawab Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan. Keppres ini didukung dengan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur 

pelaksanaannya. Ketiga, SKB Tiga Menteri tahun 1975 

mengenai Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. 

Menurut SKB ini, kedudukan Madrasah sejajar dengan 

Sekolah Umum mulai tingkat dasar hingga menengah. 

Dengan demikian, ijazah Madrasah dan ijazah Sekolah 

Umum memiliki nilai yang sama. Kemudian lulusan 

Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum 
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setingkat lebih atas, dan siswa Madrasah dapat 

berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat. SKB Tiga 

Menteri ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru 

mengakui madrasah sebagai bagian dari pendidikan 

nasional. Keempat, Kurikulum Madrasah 1976 yang 

mulai diimplentasikan pada tahun 1978. Kurikulum 

Madrasah 1976 mengamanatkan bahwa kurikulum 

madrasah terdiri dari 30% pelajaran agama dan 70% 

pelajaran umum, dimana 70% pelajaran umum tersebut 

merupakan keseluruhan pelajaran umum yang diberikan 

di sekolah. Dengan demikian struktur kurikulum 

madrasah menjadi lebih gemuk dari pada struktur 

kurikulum sekolah. Kelima, Kurikulum Madrasah 1984 

yang merupakan penyempurnaan kurikulum madrasah 

1976. Kurikulum Madrasah 1984 ini didasarkan pada 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yaitu 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri 

Agama. SKB ini berisi tentang Pengaturan Pembakuan 

Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. 

Keenam, Kebijakan Menteri Agama tentang Madrasah 

Aliyah Program Khusus (MAPK). Kebijakan ini 

dikeluarkan untuk mengatasi gejala “krisis ulama” akibat 

pemberlakuan kurikulum Madrasah tahun 1984 yang 

memuat 70% pelajaran umum dan 30 % pelajaran 

agama. Kurikulum MAPK berbalik arah 180 derajat 

dengan kurikulum Madrasah 1984, sehingga pelajaran 

agama mengambil porsi 70% dan pelajaran umum 30%. 

Ketujuh, Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 2 Tahun 

1989, pendidikan Islam merupakan bagian integral (sub-

sistem) dalam sistem pendidikan nasional. Keluarnya 

undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 mengubah secara 

signifikan posisi madrasah dalam sistem pendidikan 

nasional. Madrasah tidak lagi sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan, melainkan menjadi sekolah 
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umum berciri khas agama Islam. Kedelapan, 

Pemberlakuan Kurikulum 1994. Tindak lanjut dari 

pemberlakuan UU No. 2 tahun 1998 adalah terbitnya 

Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 hanyalah 

penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak 

mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter 

pendidikan keagamaan siswa sebagaimana tahun-tahun 

sebelumnya. Evaluasi dalam Kurikulum 1994 mengikuti 

model catur wulan, bukan model semester sebagaimana 

diterapkan pada Kurikulum 1984. 

2. Madrasah Mu’allimin sebagai madrasah swasta di bawah 

pengelolaan PP Muhammadiyah memberi respon positif 

terhadap kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah 

Orde Baru. Respon tersebut diberikan karena: pertama, 

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi 

kemasyarakatan yang mengelola Madrasah Mu’allimin 

memiliki perhatian yang besar terhadap masalah 

pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh 

Persyarikatan Muhammadiyah baik secara langsung 

maupun tidak langsung; kedua,  Madrasah Mu’allimin 

merupakan lembaga pendidikan Islam yang senantiasa 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman; ketiga, 

sejak sebelum Orde Baru nama “Madrasah” sudah 

dipergunakan dan kurikulumnya juga sudah memadukan 

antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama Islam, 

yang menjadi ciri khas dari pendidikan madrasah pada 

umumnya. Kebijakan pemerintah tentang kurikulum 

madrasah tentu selaras dengan kebijakan Madrasah 

Mu’allimin. Meskipun demikian, terkadang Madrasah 

Mu’allimin agak terlambat dalam merespon kebijakan 

pendidikan pemerintah Orde Baru karena faktor 

kepemimpinan.  
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3. Untuk menunjukkan respon positif dan akomodatif 

kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru, Madrasah 

Mu’allimin mengikuti penjenjangan pendidikan 

madrasah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, 

yaitu jenjang Madrasah Tsanawiyah dan jenjang 

Madrasah Aliyah yang masing-masing memiliki masa 

studi 3 tahun. Sejak tahun 1978 Madrasah Mu’allimin 

mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai 

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

madrasah tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Aliyah karena telah mengadopsi sistem penjenjangan 

pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. 

Wujud lain dari respon akomodatif Madrasah 

Mu’allimin terhadap kebijakan pendidikan pemerintah 

Orde Baru adalah penggabungan kurikulum internal 

Madrasah Mu’allimin dengan kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri pada 

tahun 1980. Dalam praktiknya kurikulum MTsN dan 

kurikulum MAN ditambah dengan kurikulum internal 

Madrasah Mu’allimin. Penggabungan kurikulum 

pemerintah dan kurikulum internal Madrasah Mu’allimin 

ini melahirkan kurikulum baru yang disebut dengan 

Kurikulum Gaya Baru. Kurikulum Gaya Baru ini terlihat 

gemuk karena jumlah mata pelajaran dan jumlah jam 

pelajarannya sangat banyak. 

4. Respon akomodatif terhadap kebijakan pendidikan 

pemerintah Orde Baru yang ditunjukkan Madrasah 

Mu’allimin membawa konsekuensi logis, yaitu 

terjadinya dinamika/perubahan di beberapa aspek 

pendidikan. Perubahan menonjol terjadi pada aspek 

kelembagaan dan kurikulum. Perubahan pada aspek 

kelembagaan dapat dilihat pada pembagian penjenjangan 

pendidikan menjadi jenjang Madrasah Tsanawiyah untuk 

kelas 1-3 dan jenjang Madrasah Aliyah untuk kelas 4-6. 

Sebelum tahun 1978 penjenjangan seperti itu tidak ada, 
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sehingga penjenjangan menjadi Madrasah Tsanawiyah 

dan Madrasah Aliyah mulai tahun 1978 dapat dikatakan 

sebagai bentuk respon akomodatif Madrasah Mu’allimin 

terhadap SKB 3 Menteri Tahun 1975. 

Implikasi lain dari sikap akomodatif Madrasah 

Mu’allimin terhadap kebijakan pendidikan pemerintah 

Orde Baru adalah terjadinya perubahan kurikulum pada 

tahun 1980 yang dikenal dengan Kurikulum Gaya Baru. 

Kurikulum Gaya Baru ini merupakan hasil 

penggabungan dari kurikulum pemerintah dan kurikulum 

internal Madrasah Mu’allimin. Untuk menerapkan 

Kurikulum Gaya Baru ini diperlukan jam belajar yang 

cukup banyak, sehingga menuntut santri untuk tinggal di 

asrama karena pembelajaran berlangsung sampai malam 

hari. 

Pada pertengahan tahun 1970-an jumlah santri di 

Madrasah Mu’allimin mengalami penurunan. Hal ini 

terjadi karena Madrasah Mu’allimin belum meratifikasi 

SKB 3 Menteri yang mensejajarkan kedudukan 

madrasah dengan sekolah umum.  Sebagai akibatnya, 

ijazah yang dikeluarkan Madrasah Mu’allimin tidak 

dapat digunakan oleh alumninya untuk melanjutkan 

studi ke Perguruan Tinggi Negeri, seperti IAIN, IKIP, 

dan UGM. Sementara itu, orang tua santri menghendaki 

anaknya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi setelah 

lulus dari Madrasah Mu’allimin. 

Sebagai rangkuman kesimpulan penulis berpendapat 

bahwa Madrasah Mu’allimin telah menunjukkan respon 

positif dan akomodatif terhadap tantangan berupa 

kebijakan pendidikan pemerintah Orde baru dengan 

mengikuti aturan yang berlaku terkait pendidikan 

keagamaan (madrasah), sehingga Madrasah Mu’allimin 

mampu bertahan hidup dan bahkan berkembang menjadi 

sebuah lembaga pendidikan yang mampu berkompetisi 

dengan lembaga pendidikan lain sejenis di era global. 
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Hal ini juga menunjukkan kemampuan adaptif Madrasah 

Mu’allimin terhadap lingkungan sosial-politik yang 

berkembang pada masa Orde Baru yang penuh 

dinamika. Kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah 

Orde baru memiliki kontribusi yang signifikan terhadap 

dinamika sistem pendidikan yang terjadi di Madrasah 

Mu’allimin. Dalam hal ini Madrasah Mu’allimin telah 

menjalankan fungsi implementatif dari kebijakan 

pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan 

keagamaan. Madrasah Mu’allimin sebagai bagian atau 

sub-sistem dari Sistem Pendidikan Nasional telah 

menjalankan peran dan fungsinya dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia melalui kegiatan pendidikan 

dan pengajaran yang diselenggarakannya.  

 

B. Implikasi Teoritis 

Temuan-temuan penelitian dalam disertasi ini terutama 

yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan keagamaan 

pemerintah Orde Baru dan implikasinya bagi Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta memiliki beberapa 

implikasi teoritis. Pertama, secara politis pendidikan 

keagamaan Islam di Indonesia memiliki hubungan yang erat 

dengan dinamika sosial-politik di Indonesia terutama pada 

masa pemerintahan Orde Baru. Sejak dikeluarkannya SKB 3 

Menteri hingga disahkannya Undang-undang No. 2 Tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan 

pemerintah Orde Baru terkait pendidikan keagamaan Islam 

mengalami perubahan ke arah yang lebih positif dan 

akomodatif terhadap kepentingan umat Islam. Dalam konteks 

ini, baik secara langsung maupun tidak, hasil penelitian dalam 

disertasi ini memberikan perspektif baru dalam melihat 

kebijakan pemerintah Orde Baru tentang pendidikan 

keagamaan, khususnya pendidikan madrasah. Pada masa Orde 

Baru madrasah memiliki status yang setara dengan sekolah. 

Pengakuan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan 
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madrasah berimplikasi pada kebijakan-kebijakan lain terkait 

dengan pendidikan madrasah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Orde Baru.  

Kedua, kajian dalam disertasi ini menegaskan bahwa 

kebijakan pendidikan keagamaan pemerintah Orde Baru 

membawa dampak terhadap dinamika sistem pendidikan di 

Madrasah Mu’allimin terutama pada aspek kelembagaan, 

kurikulum, model pembelajaran, dan model evaluasi akhir. Hal 

ini merupakan konsekuensi logis dari respon positif dan 

akomodatif Madrasah Mu’allimin terhadap Kebijakan 

pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan keagamaan. 

Respon Madrasah Mu’allimin terhadap kebijakan pendidikan 

pemerintah Orde Baru menunjukkan kemampuan adaptif 

Madrasah Mu’allimin terhadap lingkungan dan kondisi sosial-

politik yang terjadi pada masa Orde baru. Teori Struktural 

Fungsional Talcott Parsons menjelaskan bahwa setiap 

masyarakat tersusun dari sejumlah sub-sistem yang berbeda 

strukturnya maupun makna fungsionalnya bagi masyarakat 

yang lebih luas. Ketika masyarakat mengalami perubahan, 

biasanya masyarakat akan tumbuh dan berkembang dengan 

kemampuan yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan 

hidupnya. Teori Struktural Fungsional juga memandang 

institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem 

sosial yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. 

Mangacu kepada teori ini, Madrasah Mu’allimin sebagai 

lembaga pendidikan Islam merupakan bagian (sub-system) dari 

Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki tugas dan fungsi 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga Negara Indonesia, 

khususnya umat Islam. Tugas dan fungsi tersebut telah 

dilaksanakan oleh Madrasah Mu’allimin sejak pertama kali 

didirikan pada tahun 1918. Sementara itu teori Challenge and 

Response Arnold J. Toynbee berpandangan bahwa peradaban 

muncul sebagai tanggapan terhadap serangkaian tantangan 

yang sangat sulit. Ketika sebuah peradaban merespon 

tantangan, peradaban akan tumbuh dan berkembang. Dalam 
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konteks penelitian ini, Madrasah Mu’allimin dihadapkan pada 

suatu tantangan yang berat, yaitu kebijakan pendidikan 

pemerintah Orde Baru. Terhadap tantangan tersebut Madrasah 

Mu’allimin meresponnya dengan positif dan akomodatif, yaitu 

dengan mengikuti dan mengadopsi kurikulum pemerintah serta 

mengimplementasikan kebijakan lain di bidang pendidikan. 

Dengan cara tersebut, Madrasah Mu’allimin tetap eksis dan 

bahkan dapat berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan 

Islam yang unggul dan kompetitif di tengah-tengah kota 

pelajar Yogyakarta.  

Ketiga, Penerapan sistem pondok/asrama di Madrasah 

Mu’allimin secara penuh sejak tahun 1980 membuahkan hasil 

positip dari segi respon masyarakat terhadap lembaga dan 

efektifitas proses pembelajaran. Sejak sistem pondok 

diterapkan pada tahun 1980, minat masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya ke Madrasah Mu’allimin meningkat. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang terus meningkat 

dari waktu ke waktu. Di samping itu, sistem pondok 

memungkinkan siswa/santri belajar banyak hal, tidak hanya 

materi pelajaran di ruang kelas tetapi juga kemampuan hidup 

(life skills) di luar kelas karena pembelajaran dengan sistem 

pondok berlangsung selama 24 jam. Sistem pondok juga 

sangat bagus untuk membentuk karakter anak (character 

building), sehingga anak menjadi sosok yang mandiri, berilmu, 

dan berakhlak mulia. Model pendidikan dengan sistem pondok 

perlu di kembangbiakkan bahkan kalau perlu dijadikan model 

pendidikan nasional untuk mempersiapkan generasi muda yang 

hebat dan bermartabat dengan karakter yang kuat.   

 

C. Saran-saran 

Setelah melakukan penelitian historis untuk disertasi ini 

penulis perlu menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Madrasah Mu’allimin sebagai Sekolah Kader 

Persyarikatan Muhammadiyah memiliki posisi yang 
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strategis dalam menentukan masa depan Persyarikatan 

Muhammadiyah. Oleh karena itu PP Muhammadiyah 

perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan 

Madrasah Mu’allimin secara berkesinambungan untuk 

menghadapi tantangan dan problema umat Islam di masa 

mendatang yang tentunya semakin kompleks seiring 

dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi 

yang begitu cepat. Selain sebagai Sekolah Kader 

Persyarikatan, PP Muhammadiyah perlu meningkatkan 

atau menambah status Madrasah Mu’allimin sebagai 

Agen Islam Berkemajuan yang berwawasan global. 

Untuk mewujudkan hal tersebut penulis mengusulkan 

agar masa studi di Madrasah Mu’allimin ditambah satu 

tahun di depan sebagai kelas persiapan yang fokus pada 

Pelatihan dan Pengembangan Kemahiran Berbahasa 

Asing (P2KBA) terutama Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris karena kedua bahasa tersebut merupakan Bahasa 

Internasional. Pada kelas persiapan siswa juga diberikan 

Pelatihan Baca-Tulis Alquran (PBTQ) secara intensif 

dan komprehensif, sehingga pada saat mulai masuk kelas 

7 para siswa sudah mahir membaca Alquran dengan 

fasih dan benar serta siap untuk menerima pelajaran 

yang diberikan dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggris.   

2. Kurikulum Madrasah Mu’allimin sebagai unsur penting 

dalam pendidikan ada baiknya untuk ditinjau ulang 

(reviewed) dan didesain ulang (redesigned) secara 

berkala seiring dengan perkembangan zaman dan untuk 

beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial politik di 

Indonesia agar Madrasah Mu’allimin tidak ketinggalan 

zaman dan tetap eksis di tengah-tengah persaingan 

global. Dalam meninjau ulang kurikulum, Madrasah 

Mu’allimin hendaknya mengacu pada kaidah/prinsip 

Us}ul Fiqh: 

“Al-muh}a>fad}ah ‘ala> al-qadi>m as}-s}a>lih wa al-akhz|u 

bi al-jadi>d al-as}lah}”. Dalam konteks curriculum 
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redesign, kaidah tersebut dapat dimaknai dengan 

“mempertahankan mata pelajaran lama yang masih baik 

dan berguna, lalu mengambil/memasukkan mata 

pelajaran baru yang lebih baik ke dalam kurikulum guna 

membekali siswa agar mereka mampu hidup di masa 

mendatang dengan lebih baik”. 

3. Melihat perkembangan zaman saat ini yang menuntut 

kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka 

penerapan jenjang pendidikan tingkat menengah selama 

6 tahun terintegrasi oleh Madrasah Mu’allimin sejak 

tahun 1959 merupakan kebijakan yang visioner. Oleh 

karena itu perlu kiranya pemerintah mengadopsi 

kebijakan tersebut untuk diterapkan di sekolah-sekolah 

dan madrasah-madrasah tingkat menengah di Indonesia 

guna mengatasi angka putus sekolah pada tingkat 

SMP/MTs, dan menjamin hak memperoleh pekerjaan 

bagi lulusan sekolah menengah. Saat ini Ijazah 

SMP/MTs sudah tidak memadai lagi untuk melamar 

pekerjaan yang layak karena tuntutan dunia kerja 

terhadap kualitas sumber daya manusia semakin tinggi. 

Untuk itu, pemerintah juga perlu untuk segera 

mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang 

terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun dan pendidikan 

menengah 6 tahun bagi setiap warga Negara Republik 

Indonesia. Dengan demikian, semua warga negara 

memiliki pendidikan minimal setingkat sekolah 

menengah 6 tahun.  

4. Penelitian yang penulis lakukan ini sangatlah terbatas 

untuk mengungkap semua aspek pendidikan di 

Madrasah Mu’allimin. Oleh karena itu, peneliti lain 

dapat melakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi 

hasil penelitian ini, terutama pada aspek guru, siswa dan 

manajemen pendidikan yang luput dari perhatian 

penulis. 
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